
Menimbang

Mengingat

BUPATI TORAJA UTARA

ROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR,I TAHUN ,023

TENTANG

PENERAPAN ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa dalam rang|<a mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan

untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi

organisasi yang efektif dan efisien, melalui penyusunan

program, kegiatan, dan anggaran dalam upaya

meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Toraja Utara, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penerapan Anggaran Kineq'a Berbasis

Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Tora-la Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 1O1, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 lentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Keq'a menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 127, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23

Nomor 9O);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18

Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran,

Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 577);

9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan

Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan

Risiko pada Pemerintah Daerah;
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MEMUTUSI(AN:

MenetapKan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN ANGGARAN

KINERJA BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

4. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa

yang berdampak terhadap pencapaian tujuan
organisasi, baik berdampak positif maupun berdampak

negatif.

5. Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko adalah pendekatan

dalam pengelolaan anggaran yang mengintegrasikan

evaluasi risiko dalam proses perencana€rn,

pelaksanaan, dan pemantauan anggaran.

6. Organisaei adalah entitas yang terdiri dari orang,

sumberdaya dan proses yang saling berhubungan

untuk mencapai tujuan.

7. Pemangku Kepentingan adalah entitas yang memiliki

kepentingan dalam sebuah organisasi.

8. Pemangku Kepentingan internal adalah entitas yang

berkaitan langsung dengan organisasi tersebut.

9. Pemangku Kepentingan eksternal adalah entitas diluar

organisasi yang memiliki kepentingan.

10. Risiko kunci adalah risiko yang sangat penting untuk

dikelola bagi keberhasilan tujuan organisasi.
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BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan

kinery'a;

b. mendorong manajemen yang proaktif;

c. memberi dasar yang kuat dalam pengambilan

keputusan dan perencanaan;

d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi

penggunaan sumber daya organisasi;

e. meningkatlan kepatuhan kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan;

f. meningkatkan kepercayaan para pemangku

kepentingan; dan

C. meningkatkanketahananorganisasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini memiliki manfaat untuk:

a. mengurangi tef adinya kejutan (surprises);

b. memanfaatkan/eksploitasi peluang;

c. meningkatkan perencanaan, kineda, dan efektivitas

organisasi;

d. meningkatkan hubungan dengan pemangku

kepentingan;

e. meningkatlan mutu informasi untuk pengambilan

keputusan;

f. meningkatkanreputasi;

g. perlindungan bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan

h. meningkatkan akuntabilitas dan praktik yang

sehat.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini memenuhi prinsip-prinsip sebagai

berikut:

a. berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan
peningkatan kinerja;
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b. menjadi bagian dari proses organisasi secara

keseluruhan;

c. membantupengambilankeputusan;

d. memperhitungkan ketidakpastian, sistematis,

terstruktur, dan tepat waktu;

e. berdasarkan informasi terbaik yang tersedia,

disesuaikan dengan keadaan organisasi; dan

f. memperhitungkan faktor manusia dan budaya

organisasi, transparan, dinamis dan tanggap terhadap

perubahan, dan perbaikan terus-menerus.

BAB III

PENERAPAN ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah dan pegawai di lingkungan

Pemerintah Daerah menerapkan Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko dalam setiap pelaksanaan program dan

kegiatan untuk pencapaian tujuan.

(21 Penerapan Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan

melalui:

a. pengembangan budaya sadar risiko;

b. penyelenggaraan Proses Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko; dan

c. pembentukan Struktur Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko.

Pasal 6

(1) Budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf a dikembangkan dalam

pelaksanaan kegiatan untuk rnencapai tujuan di

seluruh jajaran Perangkat Daerah di ling!<up

Pemerintah Daerah.

t2l Budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diwujudkan dengan adanya pemahaman dan

pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses

pengambilan keputusan di seluruh tingl<atan

organisasi.
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(3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang menjadi

bagran dari setiap proses pengambilan keputusan di
seluruh tingkatan organisasi, berupa:

a. kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk
mempertimbangkan risiko dalam setiap

pengambilan keputusan ;

b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh

organisasi mengenai pentingnya Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko;

c. penghargaan terhadap organisasi/pegawai yang

dapat mengelola risiko dengan baik; dan

d. pengintegrasian Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

dalam proses organisasi.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Proses Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf b dilaksanakan melalui tahapan:

a. komunikasi dan konsultasi yang dilakukan
pada setiap tahapan proses Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko baik kepada para pemangku

kepentingan intemal maupun pemangku

kepentin gan eksternal;

b. penetapan konteks dilakukan dengan cara

menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter

internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan

dalam mengelola risiko, serla menetapkan cakupan

dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;

c. identifikasi risiko dilakukan dengan cara

mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan

konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat

menghalangi, menurunkan, atau menunda

pencapaian tuju an organisasi;

d. analisis risiko dilakukan dengan cara

menentukan tingkat konsekuensi /dampak dan

tingkat kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan

kriteria pertimbangan pengendalian yang ada;
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e. evaluasi risiko dilakukan untuk membantu

pengambilan keputusan terkait perlu tidaknya

dilakukan upaya untuk menangani risiko lebih

lanjut, serta penentuan prioritas penanganannya;

f. mitigasi risiko dilalukan dengan mengidentifikasi

berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin

diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi

mitigasi risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan

peny.lsunan rencana mitigasi risiko, dan
.pelaksanaan rencana mitigasi tersebut; dan

g. pemantauan dan reviu yang dilakukan terhadap

seluruh aspek dari proses Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko.

(21 Proses Anggaran Kiner;'a Berbasis Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus

berkelanj utan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (21

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang

terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan,

menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan

dengan proses bisnis organisasi.

BAB IV

STRUKTUR ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO

Pasal 8

(1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan

pengendalian terhadap penerapan Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah

dibentuk Struktur Anggaran Kinerja Berbasis Risiko,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurufc.

(2) Struktur Anggaran Kinerja Berbasis fusiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Komite anggaran kinerja berbasis risiko tingkat

Kabupaten, melakukan fungsi pengendalian

terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten

. Toraja Utara;



b. Kepala perangkat daerah, melakukan fungsi

pengendalian pada tingkat operasional; dan

c. Inspektorat Daerah sebagai Unit Kepatuha-n

Anggaran Kine{a Berbasis Risiko ( Compliance Office

pr Rrsk Based Performance Budgeting), melakukan

fungsi pengawasan atas pengendalian terhadap

penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dan

melaksanakan peran konsuitasi dan asistensi atas

Anggaran Kine{a Berbasis Risiko.

(3) Struktur Ansgaran Kinerja Berbasis Risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Komite Anggaran Kine{a Berbasis Risiko Tingkat

Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat. {2) huruf a terdiri atas:

a. Komite eksekutif;

b. Komite pelaksana; dan

c. Sekretariat Komite Anggaran Kineqja Berbasis

Risiko.

(21 Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Bupati dan Wakil Bupati selaku Penanggung

Jawab;

b. Sekretaris Daerah selaku Ketua; dan

c. Anggota yang terdiri dari:

1. Asisten yang membidangi Pemerintahan dan

Kesej ahteraan Rakyat;

2. Asisten yang membidangi Perekonomian dan

Pembangunan;

3. Asisten yang membidangi Administrasi Umum;

4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan bidang perencanaan pembangunan;

5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan di bidang Keuangan Daerah; dan

6. Pejabat/ Pegawai sesuai kebutuhan.
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(3) Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan bidang perencanaan pembangunan selaku

Ketua;

b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan di bidang Keuangan Daerah selaku Wakil

Ketua;

c. Kepala Bagan Organisasi selaku Sekretaris; dan

d. seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku Anggota.

(41 Sekretariat Komite Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

berada di Sekretariat Daerah pada Bagian yang

menangani manajemen kine{a Pemerinb.h Daerah.

(5) T\rgas dan tanggung jawab Komite Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagial tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 1O

(1) Kepala Perangkat Daerah membentuk Komite Anggaran

Kinery'a Berbasis Risiko Perangkat Daerah.

(21 Komite Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas:

a. Kepala Perangkat Daerah selaku Ketua; dan

b. paling sedikit 2 (dua) orang pejabat Eselon III selaku

Anggota.

(3) Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {21

ditetapkan dengan Keputusan l(epala Perangkat

Daerah.

(4) Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai sekretariat yang berada pada perangkat

daerah / bagian yang menangani manajemen kine{a

masaing-masin g peran gkat daerah.
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(5) Tugas dan tanggung jawab Komite Anggaran Kinerl'a

Berbasis Risiko Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah membantu Komite

Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten

dalam mengimplementasikan Anggaran Kineg'a

Berbasis Risiko di masing-masing perangkat daerah.

Pasal 11

(1) Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di

lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada:

a. pedoman umum Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini; dan

b. pedoman pelaksanaan Anggaran Kineda Berbasis

Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

l2l Pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan

dan/atau petunjuk teknis penerapan Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko dilakukan oleh Komite Anggaran

Kine{a Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten.

BAB V

PTINILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN ANGGARAN

KINERJA BERBASIS RISIKO

Pasal 12

Penilaian tingftat kematangan penerapan Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah bertuj uan

untuk:

a. mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas

pelaksanaan proses Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko

sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan

keyakinan kepada pata stakehold.er bahwa tujuan dan

sasaran Pemerintah Daerah tercapai sebagaimana yang

diharapkan;
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b. memberi umpan balik untuk peningkatan pencapaian

tujuan dan manfaat penerapan Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko;

c. menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko.

Pasal 13

Ruang lingkup penilaian tingkat kematangan penerapan

Anggaran Kine{a Berbasis Risiko secara

komprehensif/menyeluruh meliputi:

a. komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di

setiap tahapan proses anggaran;

b. anggaran kineda berbasis risiko disampaikan baik

kepada para pemangku kepentingan internal maupun

pemangku kepentingan eksternal;

c. penetapan konteks dilakukan dengan cara

menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter

intemal dan eksternal yang akan dipertimbangkan

dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan

dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;

d. identifikasi risiko, yang dilakukan dengan cara

mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi

dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi,

menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan

organisasi;

e. analisis risiko, yang dilakukan dengan cara

menentukan tingkat konsekuensi/dampak dan tingkat

kemungkinan teqjadinya berdasarkan kriteria dengan

mempertimbangkan pengendalian yang ada;

f. evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam

pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya

dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut dan

penentuan prioritas mitigasinya;

g. mitigasi risiko, yang diiakukan dengan

mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi risiko yang

mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi

mitigasi risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan
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pen5rusunan rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan

rencana mitigasi tersebut; dan

pemantauan dan reviu, yang dilakukan. terhadap

seluruh aspek dari proses anggaran kinerja berbasis

risiko.

Pasal 14

inspektorat Daerah sebagai Compliance OJfice for Risk

Based Performance htdgetiq sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c melakukan fungsi:

a. pelaksanaan complionce offtce untuk Anggaran Kineg'a

Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Anggaran

Kine4'a Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah

Daerah.

BAB VI

PEI{YUSUNAN ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO

Pasal 15

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko disusun setelah risiko

manajemen terkait pencapaian tujuan kegiatan

teridentifikasi, dengan melakukan:

a. identifikasi risiko atas pencapaian tujuan kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;

b. identilikasi indikator risiko;

c. identifikasi penyebab muncuL:rya risiko;

d. identilikasi keunggulan sistem pengendalian interen

yang ada untuk mendeteksi risiko;

e. identifikasi kegiatan yang perlu dilakukan untuk
memitigasi risiko; dan

f. menjabarkan anggaran yang dibutuhkan untuk
memitigasi risiko.
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BAB VII

.*:':I,l'u*u*"

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
)T Egsrv.]'y.t 2n77I

AUTARA,

BASSANG

e
c

e,

t(

Diundangkan dri Rantepao

clt
,7 Deu.ber

AERAH UPATEN TORAJA UTARA,

-1'

G

RIGI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR

ir
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A

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 2t TAHUN 2D74
TENTANG
PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN UMUM
ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Bela.kang

1. Sesuai pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

pimpir:Lan instansi pemerintah wqjib melakukan penilaian risiko.

2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka I, dalam rangka

mendu.kung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif

dan efisien, perlu dilakukan pengaturan mengenai penerapan

Anggaran Kine{a Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah

Kabup aten Toraja Utara.

Tujuan Pe'nyusunan Pedoman Umum

Penyusunan pedoman umum ini bertujuan sebagai acuan yang bersifat

umum ba14i pengembangan kebijakan, struktur dan fungsi anggaran

kinerja br:rbasis risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait

dengan penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II

PENERAPAN ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO

Tujuan dan Manfaat Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Resiko

1. Penerapan anggaran kinerja berbasis risiko di lingkungan

Pemeri ntah Kabupaten Tora-ja Utara bertujuan untuk:

a. M,:ningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja

organisasi.

Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko yang efektif

da.pat memberikan keyakinan kepada organisasi bahwa tujuan

yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan Anggaran

B

A
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b

Kineg'a Berbasis Risiko, semua potensi masalah yang

kemungkinan menghambat pencapaian tujuan organisasi

detpat terkelola dengan baik melalui langkah rnitigasi risiko
ya.ng dirancang dan dijalankan secara efektif. Penerapan

furggaran Kinerja Berbasis Risiko yang komprehensif akan

mendorong organisasi dalam meningkatkan kine4'anya.

Mendorong manqjemen yang proaktif.

Dc'ngan penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko,

manajemen dituntut untuk berpikir secara antisipatif guna

menciptakan.iangkah mitigasi risiko y-ang efektif dalam rangka

m,engamankan pencapaian tujuan organisasi.

M,emberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan

deLn perencanaan.

Upaya pengelolaan risiko yang efektif akan memberikan

informasi dan data dukung akurat bagi manajemen dalam

pe,ngambilan setiap keputusan. Manajemen memiliki dasar

yang kuat dan proyeksi masa depan atas setiap potensi

mrasalah dari keputusan yang hendak diambilnya. Dalam hal

perencanaan, identilikasi potensi masalah dan mitigasi yang

di rancang akan meningkatkan mutu perencanaan yang

di,susu, oleh pihak manajemen.

Mr:ningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan

su mber daya organisasi.

Retncangan mitigasi risiko dengan mempedimbangkan

prioritas risiko termasuk analisis braya manfaat akan

m,3ndorong organisasi untuk mengalokasikan sumber daya

organisasi yang terbatas secara efisien dan efektif.

Pe nggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih terarah,

efisien, dan terkendali, serta fokus pada pencapaian tujuan

organisasi.

M,:ningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

pe rundang-undangan.

Rerncangan mitigasi yang disusun harus berprinsip pada

ke,patuhan atas ketentuan yang telah digariskan bag

organisasi. Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

rnendorong organisasi untuk taat pada regulasi yang berlaku

sebagaimana termaktub dalam tujuan sistem pengendalian

intern pemerintah.

c

d

€:
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f. Mr:ningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko meningkatkan

e{isiensi, mutu proses bisnis, dan kualitas layanan yang

dilrerikan kepada para stakeholder. Dengan demikian, tingkat
kepuasan dan kepercayaan para stakeholder kepada

pemerintah Kabupaten Toraja Utara diharapkan akan

m,:ningkat dan tetap te{aga dengan baik.

g. M'3ningkatkan ketahanan organisasi.

Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko yang baik akan

m,3njadikan organisasi lebih siap dalam menghadapi setiap

mrasalah yang muncul. Rancangan mitigasi yang disusun akan

m,eminimalkan dampak dan memberikan ketahanan bagr

organisasi dalam upaya merealisasikan semua tu-iuannya.

2. Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memiliki manfaat sebagai

berikul-:

a. Berkurangnya kejutan (surpnses)

Perngendalian atas kejadian yang tidak diharapkan dikelola

dengan cara mengidentilikasi dan melakukan tindakan untuk

mengurangi kemungkinan tery'adinya risiko dan meminimalkan

dzrmpaknya. Meskipun kejadian tersebut temyata tidak dapat

dicegah, organisasi dapat meningkatkan ketahanannya melalui

porencanaan dan persiapan.

b. El<sploitasipeluang

Pt:rilaku mencari peluang akarl meningkat apabila anggota

organisasi memiliki kepercayaan diri karena risiko-risiko telah

dikelola.

c. M eningkatnya perencanaan, kine4'a, dan efektiuitas organisasi

Pr:ngetahuan tentang informasi strategis organisasi, operasi,

drm lingkungannya akan meningkatkan efektivitas

p,erencanaan. Selanjutnya, hal tersebut dapat meningkatkan

kemampuan organisasi memanfaatkan peluang, mengurangi

hasil dan dampak negatif, serta meningkatkan kinerja'

d. Ivleningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan

I\lanajemenrisikomendorongorganisasimengidentilikasi
pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan

mengembangkan dialog antara pemangku kepentingan dengan

c,rganisasi. Saluran komunikasi ini memberikan informasi
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tentang bagaimana pemangku kepentingan akan bereaksi

terhadap kebijakan, produk, atau keputusan baru dan
memberikan inforrnasi kepada pemangku kepentingan terkait
mengapa suatu tindakan dijalankan.

e. Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan
keLrena Anggaran Kine{a Berbasis Risiko memberikan informasi

deLn analisis yang lebih akurat dalam mendukung pengambilan

ke.pu tusan strategis.

f. M,eningkatnyareputasi

Pe mangku kepentingan akan tertarik kepada organisasi yang

di.ketahui menerapkan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

de ngan baik.

g. Perlindungan bagi pimpinan

M,:ningkatnya kesadaran akan risiko membuat seluruh anggota

organisasi akan melakukan tindakan dengan cermat.

h. Mr:ningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Dt:ngan mendokumentasikan pendekatan Anggaran Kinerja

Be:rbasis Risiko yang diterapkan dan perhatian setiap level

organisasi atas ketaatan terhadap ketentuan, maka

ak.untabilitas dan tata kelola akan meningkat.

Prinsip Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

1. Berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja.

Anggaran Kine{a Berbasis Risiko harus berkontribusi nyata

terhadap pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja seperti

mening;katnya ketaatan terhadap ketentuan, kepercayaan publik,

kualitas pelayanan, efisiensi, tata kelola, dan reputasi organisasi.

2. Menjadi bagian yang menyatu dengan proses organisasi secara

keseluruhan

Kinerja berbasis risiko bukanlah proses yang berdiri sendiri dan

terlepas dari proses utama dan proses bisnis organisasi. Anggaran

Kinerja Berbasis Risiko adalah bagian dari tanggung jawab

manaje'men dan bagian yang menyatu dengan proses organisasi

secara keseluruhan, termasuk perencana€rn strategis, program, dan

proses manajemen perubahan.

3. Menjacli bagian dari pengambilal keputusan

Anggaran Kineqia Berbasis Risiko membantu pengambil keputusan

memblrat pilihan, membuat urutan prioritas tindakan, dan memilih

tindakm dalam penganggaran.
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4. Memperhitungkan ketidakpastian

Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko secara ekplisit memperhitungkan
ketida-l.pastian, sifat ketidakpastian tersebut, dan bagaimana

menanganinya.

5. Sistemratis, terstruktur, dan tepat waktu

Pendek.atan Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko yang sistematis, tepat

waktu, dan terstruktur berkontribusi pada efisiensi dan hasil yang

dapat diandalkan, diperbandingkan dan konsisten.

6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia.

Input d.ari proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko didasarkan pada

sumber: informasi seperti data historis, pengalaman, masukan dari
pemanlgku kepentingan, observasi, prakiraan, dan perLimbangan

ahli. IVleskipun demikian, pengambil keputusan harus menyadari

dan raemperhitungkan keterbatasan data atau model yang

digunakan atau perbedaan pendapat di antara para ahli.

7. Disesu,aikan dengan keadaan organisasi.

Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko disesuaikan dengan

konteks intemal dan ekstemal, serta profil risiko organisasi.

8. Memperhitungkan faktor manusia dan budaya

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko menyadari kemampuan, persepsi,

dan niat pihak intemal dan eksternal yang dapat mendukung atau

menghrembat pencapaian tujuan organisasi.

9. Transparan dan inklusif

Keterlibatan pemangku kepentingan secara layak dan tepat waktu,

khususnya pengambil keputusan pada seluruh level organisasi,

memastikan bahwa Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko tetap relevan

dan rrrutal<hir. Keterlibatan tersebut juga membuat pemangku

kepentingan terwakili secara layak dan pandangannya dapat

diperhitungkan dalam penentuan kriteria risiko.

10. Dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan

Anggalan Kinerja Berbasis Risiko secara terus-menerus mengenali

dan tanggap terhadap perubahal. Perubahan berupa kejadian

eksterrral dan internal dapat mengakibatkan munculnya risiko

baru aLau berubahnya risiko.

1 1. Perbaikan terus menerus

Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk

meninilkatkan kematangan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko secara

bersanra dengan seluruh aspek dan level organisasi lainnya.
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C Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Torqja Utara wqjib

mengembangkan budaya sadar .risiko dalam pelaksanaan kegiatan
guna pen capaian tduan. Budaya sadar risiko dimanifestasikan

dengan acianya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian

dari setia;r proses pengambilan keputusan pada seluruh tingkat
organisasi. Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai

bagian drari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh

tingkatan organisasi tersebut berupa:

1. kepernimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertirritrangkan

risiko rlalam setiap pengambilan keputusan.

2. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi

mengerrai pentingnya Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko.

3. pengheLrgaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan

baik.

4. pengintegrasian Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dalam proses

organirnsi sehingga Anggaran Kinerja Berbasis Risiko tidak

dipandang sebagai tambahal beban.

Pimpinan harus berkomitmen untuk mempertimbangkan risiko dalam

setiap pellgambilan keputusan. Komitmen pimpinan ditingkatkan

dengan mendorong pemahaman atas risiko dan Anggaran Kine{a

Berbasis Flisiko, serta pemahaman atas nilai-nilai budaya Kabupaten

Toraja Utrrra. Komitmen tersebut ditunjukkan antara lain dengan

memastikeLn bahwa sumber daya organisasi tersedia secara.

mencukupi bagi penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko. Sumber

daya ogarrisasi tersebut antara lain berupa dana, sumber daya

manusia, serta perangkat pendukung penerapan Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan,

pedoman, dan strategi penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko.

Komunikasi tentang pentingnya anggaran kinerja berbasis risiko

harus dilalukan secara berkelanjutan kepada seiuruh pegawai, baik

dalam rapat-rapat pengambilan keputusan maupun dalam bentuk

pertemuart dalam rangka melaksanakan proses Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko. Profil dan peta risiko yang telah disusun

dikomunil<asikan kepada seluruh anggota organisasi' Rancangan

mitigasi r:isiko yang telah disusun juga harus dikomunikasikan
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kepada sernua anggota organisasi untuk mendapatkan dukungan dan

menjamin efektivitas implementasinya.

Sistem penghargaan {reutard) harue dirancang untuk rnemberikan

penghargaan kepada mereka yang mengelola risiko dengan baik.

Penilaian kine4'a harus mempertimbangkan penerapan Anggaran

Kineda Berbasis Risiko yang telah dijalankan oleh organisasi.

Pemberian sistem penghargaan harus setara dan sepadan dengan

kesuksesan penerapan Anggaran Kineda Berbasis Risiko pada setiap

level orgar:Lisasi. Pengintegrasian Anggaran Kinerja Berbasis Risiko ke

dalam proses organisasi dilakukan secara bertahap. Pengintegrasian

tersebut dapat diawali dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan

proses an{lgaran kinerja berbasis risiko ke dalam sistem manajemen

kinerja organisasi. Selain itu, langkah mitigasi yang dirancang dapat

berfungsi rsebagai sumber yang andal untuk merumuskan inisiatif

strategis.

Proses An1;garan Kine{a Berbasis Risiko

Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko merupakan penerapan

kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis

atas akti'iritas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks,

identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan

pemantau an (monitoringl, serta reviu. Proses anggaran kine{a

berbasis :risiko dilakukan baik oleh seluruh jajaran manajemen

maupun crleh segenap pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten

Toraja UteLra. Proses Anggaran Kineqia Ber.basis Risiko harus menjadi

bagran yareg terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan,

menyatu rlaiam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses

bisnis orgrnisasi.

Proses An1;garan Kinerja Berbasis Risiko dilaksanakan melalui tahapan

sebagai be'rikut:

1. Komurrikasi dan konsultasi

Komurrikasi dan konsultasi dilakukan di setiap tahapan proses

Anggar:an Kinerja Berbasis Risiko, baik kepada para pemangku

kepenl.ingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal.

2. Penetapan Konteks

Peneta.pan konteks dilakukan dengan cara menjabarkan tujual,

mendefinisikan pa,rameter internal dan eksternal yang akan

dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan

cakirpan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya.
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3. Iderrtifikasi Risiko

Iderrtifikasi Risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi

kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang

dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian

tujuan organisasi.

4. Analisis Risiko

Analisis Risiko dilakukan dengan cara menentukan tingkat

konsrekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko

berd,asarkan kriteria risiko, dengan mempertimbangkan keandaian

siste m pengendalian yang ada.

5. Evahasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan

keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penang€man

risiko lebih lanjut, serta penentuan prioritas penanganannya.

6. Mitigesi Risiko (penanganan risiko)

Mitigrlsi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi

mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau

lebih opsi mitigasi risiko yang terbaik, dilanjutkan dengan

penyusun€rn rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana

mitigersi tersebut.

7. Pemarrtau an (monitoing) dan reviu

Pemalltauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dari

proser; Anggaran Kineda Berbasis Risiko.

Struktur .Anggaran Kine{a Berbasis Risiko

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap

peneraparl Anggaran Kine{a Berbasis Risiko di lingkungan pemerintah

Kabupate.n Toraja Utara maka perlu ditetapkan struktur Anggaran

Kinerja B,:rbasis Risiko. Struktur Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

terdiri dari:

1. Komitr: Anggaran Kineqja Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten, yang

melakukan pengendalian terhadap tingkat kebijakan Kabupaten

Tora-ja Utara;

2. Kepala Perangkat Daerah, yang melakukan pengendalian tingkat
operasional; dan

3. Inspektorat Kabupaten Toraja Utara sebagai Unit Kepatuhan

Anggar,an Kine{a Berbasis Risiko (Compliance Office for Risk

Managem.entl, yang melakukan pengawasan atas pengendalian

terhaderp penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko.
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Struktur .,\nggaran Kinerja Berbasis Risiko melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai berikut:

1. Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten

bertugas dan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan,

memfasilitasi dan mengawasi efektivitas dan integritas proses

Anggar an Kineqja Berbasis Risiko;

2. Kepala Perangkat Daerah bertugas dan bertanggung jawab

langsung atas pengelolaan dan pengenda_lian risiko sehari-hari pada

Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan

3. Unit Iiepatuhan Anggaran Kinerl'a Berbasis Risiko (Inspektorat

Kabup,aten Toraja Utara) bertugas dan bertanggung jawab

memberrikan penilaian independen (independent a.sstrance) atas

efektiv:.tas pelaksanaan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

di Kabupaten Tora-ia Utara kepada pemangku kepentingan terkait.

Tugas darr Tanggung Jawab Kabupaten

1. Komite Anggaran Kine{a Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten

Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten adalah

komite yarrg dibentuk oleh Bupati Toraja Utara untuk
mening3katkan budaya sadar risiko, meningkatkan komitmen

pimpinan terhadap Anggaran Kinerja Berbasis Risiko, memberikan

arahan, dan membimbing seluruh unit kerja pada Pemerintah

Kabupaten Toraja Utara dalam penerapan Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko. Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Tingkat

Kabupaten terdiri atas Komite Eksekutif, Komite Pelaksana, dan

Sekretrriat Komite Anggaran Kine{a Berbasis Risiko.

2. Tugas ilan tanggung jawab Komite Eksekutif adalah:

a. melr.etapkan kebijakan dan pedoman Anggaran Kine{a Berbasis

Risiko Kabupaten Toraja Utara;

b. mer:.etapkan profil risiko kunci Kabupaten Tora-ia Utara beserta

denlgan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis

Kabupaten Toraja Utara secara tahunan;

c. men.etapkan selera risiko lrisk appetitel dan kriteria risiko yang

berlaku di Kabupaten Tora-ja Utara;

d. mehkukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Anggaran

Kinerja Berbasis Risiko di Kabupaten Toraja Utara; dan

e. menlastikan bahwa proses anggararl kinerja berbasis risiko

be{,alan efektif di Kabupaten Toraja Utara.

3. Tugas rlan tanggung jaw-ab Komite Pelaksana adalah:
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Menyusun kebijakan dan pedoman Anggaran Kine4'a Berbasis

Risiko Kabupaten Toraja g12rs gglagai pedoman implementasi

Anggaran Kine{a Berbasis Risiko bagi seluruh unit di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kebijal<an dan pedoman yang

perlu disusun oleh Komite Pelaksana antara lain berupa selera

risiko dan kriteria risiko Kabupaten Toraja Utara, pedoman tentang

pengukuran risiko, pedoman penyusunan profil risiko, pedoman

pemarrtauan penanganan risiko Kabupaten Tor4ja Utara, dan

pedom.an penyusunan lost euent database. Kebijakan dan pedoman

yang ,lisusun oleh Komite Pelaksana selanjutnya disampaikan

kepada Komite Eksekutif sebagai trsulan untuk dibahas dan

ditetaprkan.

Secara urnum, kebijakan Anggaran Kine{a Berbasis Risiko Tingkat

Kabupaten meliputi:

a. Kebijai<an Skala Risiko

Leuel risiko ditentukan berdasarkan 2 (dua) elemen atau dimensi,

yaitu )!.euel kemungkinan terjadinya risiko (probabilitgl dan leuel

dampak (konsekuensi) risiko. Kedua dimensi tersebut harus

dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam

penentuan level risiko. Leuel kemungkinan terjadinya risiko, leuel

dampak, dan leuel risiko masing-masing menggunakan 5 (lima)

skala tingkatan (leuet\. Penentuan leuel risiko Kabupaten

Toraja Utara beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan

matriks analisis risiko sebagaimana tabel I. 1 di bawah ini:

Tabe1 I.1. Matriks Analisis Risiko

l,euel Darnpak

1

4 51 2 3

Moderat Signifikan Sangat
Signifikan

Tidak
Signilikan

Minor

10175 flampir pasti
terjadi

13Sering
teriadi

15 11Kadang terjadi
l2 9t4

3
c

4

Jarang terjadi
16tlqanpir tida-k

teriadi

,J<

0l
v
3
q.)

a

Besaran
Risiko

Prioritas
Risiko

.Leuel Risiko

251

24
233

Sangat Tinggi
5

Tingl.atan Wama

-/-)

5x5

.)

6

48

7 5



4 Tinggi

4 22
5 2t
6 20
7 19
8 18

3

2

Sedang

9 l7
10 16
11 15
12 14
13 13
T4 t2
15 11

16 10
77 9

Rendah

18 8
i9 7
20 6

21 5
22 4

Sangat Rendah
23
24 2
25 1

b. Kriteria Risiko

Kriteria Risiko merupakan parameter atau ukuran, baik secara

kuLantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk

menentukan leuel kemung)<rnan terjadinya risiko dan leuel

dampak atas suatu risiko. Penentuan kriteria risiko harus

memperhatikan regulasi yang ada dan aspirasi pemangku

kepentingan.

Organisasi harus mampu menyusun kriteria risiko yang akan

dig;rrnal<an untuk mengevaluasi tingkat bahaya suatu risiko.

Kn teria resiko dapat mencerminkan nilai-nilai organisasi,

sa:taran organisasi, dan dampak terhadap sumber daya yang

dinriliki organisasi. Beberapa kriteria lain dapat ditambahkaa

dari aspek hukum/peraturan perundang-undangan, serta

pelaturan lain yang terkait dengan kegiatan orga.nisasi. Kriteria

ini harus konsisten dengan kebijakan Anggaran Kineqja Berbasis

Risiko yang teiah ditetapkan. Kriteria risiko harus disusun pada

awal penerapan proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dan

harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan

perubahan kondisi organisasi.

Betrerapa faktor yang perlu diperhatikan pada saat menyusun

kriteria risiko antara lain:

I
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a) jenis dan sifat dari dampak yang mungkin terjadi,

serta bagaimana mengukurnya;

b) bagaimana menetapkan kemungkinan terjadinya;

c) kerangka waltu pengukuran kemungkinan dan dampak;

d) bagaimana menentukan peringkat risiko;

e) pada perilgkat manakah risiko dapat diterima atau dapat

ditoleransi;

f) pada peringkat manakah risiko memerlukan mitigasi; dan

g) apakah kombinasi dari berbagai macam risiko perlu

mendapatkan pertimbangan khusus?

Pe,n).usunan kriteria ini terutama diperlukan dan akan

dilgunakan pada tahap analisis risiko. Kriteria yang perlu dibuat

arLtara lain:

a) kriteria kemungkinan te{adinya risiko

(likelihood/ freqtencE), yaitu besamya peluang atau

frekuensi suatu risiko akan terjadi. Pengukurannya bias

menggunakan pendekatan statistik (probabilitg), frekuensi

kejadian;

b) persatuan waktu seperti hari, minggu, bulan, tahun,

atau dengan eryert judgement. Contoh kriteria

kemungkinan sebaqaimana terdapat pada tabel 1.2

di bawah; dan

c) kriteria dampak (corlsequences), yaitu area dampak apa

saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi

rendahnya akibat dari suatu risiko, misalnya kerugian

Iinansial, penurunan reputasi,. penurunan kinerj a, tuntu tan

hukum, dan lain-lain. Contoh kriteria dampak sebagaimana

terdapat pada tabel I.3.

Setiap organisasi adalah unik karena mempunyai karakter,

sifat, sasaran bisnis, dan stokeholder yang berbeda-beda. Oleh

karena itu, setiap organisasi harus menyusun sendiri kriteria

risiko yang paling sesuai dengan kondisi dan karakteristik

organisasinya. Selain itu, organisasi juga harus menyrsun

kriteria keberhasilan penerapan Proses Anqgaran Kine{a

Berbasis Risiko untuk memahami keberhasilan penerapannya.
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Komite Pelaksana perlu menyusun kriteria risiko yang seragam

urrtuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sehingga dapat

digunakan di tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah.

Untuk kriteria dampak, Komite Pelaksana perlu menyusun

beberapa alternatif area dampak yang dapat digunakan secara

ser:agam di tingkat Kabupaten, dan Perangkat Daerah. Kriteria

Resiko yang disusun oleh Komite Pelaksana, selanjutnya

disrampaikan kepada Komite Eksekutif untuk dibahas dan

ditetapkan.

Ta oel I.2; Kriteria Kemungkinan

LEWL
KEMUNGKINAN

. Kemungkinan terjadinya sangat jarang

{kurang dari 2 ka-li dalam 5 talunl
o Persentase kemungkinal teqadinya kurang dari

SPlo dari volume tralsa-ksi dalam 1 Periode

flampir Pasti
Teriadi

(s)

Tabel I.3. Kriteria Dampak

Damprrk

1{ampir Tidak
Te{adi

(1)

Tidal<
Signili!:an

(1)

Minor
('2i

Jumlah
kerugian
negara
s RplO
Juta

Jumlah
kerugian
neSara
lebih dari

Keluhan
Stakeholder
secara
langsung
lisan/tertuli

i atas 80/o i atas i

ncapalan layanan umlah
t kinerja rtunda

KRITERIA KEMUNGKINAN

K,edang Te{adi
(3)

o Kemungkinar teq'adinya cukup sering (di atas 10 kali
s.d 18 kali dalam 5 tahun)

. Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d
2e/o dari volume transal<si dalam 1 periode

Kemungkinan teiadinya sering (di atas 18 kali
s.d 26 kali dalam 5 tahun)
Pers€ntase kemungkinan ter;'adinya di atas 200,6

s.d SCPlo dari volume transaksi dalam l periode

Sering Teq'adi
(4)

Kemungkinan te{adinya
26 kali dalam 5 tahun)
Persentase kemungkinan
5Glo dari volume transalsi

terjadinya lebih dari
dalam l periode

sangat sering (di atas

Area Dampak

hukum
ntutanGangguarl

te rhadap
layalan
orgali sasi

Penurunan
reputasi

Penurunan
kinerj a

Kerugian
negara

Jumlah
tuntutan
hukum < 5
kali dalam
satu periode

Pelayanan
tertunda
< t hari

Keluhan
Stakeholder
s€cara
langsung
lisan/tertulis
ke organisasi
[unrlahnya <

baatam t
lperiode

Pencapaian
target kineda
> IOU/o

s.d 10f/o
an

s.d 5
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i . Kemungkinan tedadinya jarang (2 kali s.d l0 kali 
I

Jarang Terjadi i aaa- 5 tahun) 
|{21 I . P.*.,tu." kemungkinan tedadinya sz s.d I Oozo dari 
I

I volume transaksi dalam l periode 
i

I
I

I

I

Ituntutan I

lnutum di I

latas 5 kali I

ls.a rs tari 
I

I



Jumlah
kerugiarr
negara
Iebih dari
Rp50 juta
s.d Rp 100
Juta

Pemberitaan
negatif di
media massa
lokal

Pencapaian
target kine{a
di atas SGlo
s.d 8fflo

I

Pelayanan
tertunda
di atas 5
hari s.d
15 hari

Jumlah
tuntutan
hukum di
atas 15 kali
s.d 30 kali
dalam satu
periode

Jumlah
kerugian
Negara
lebih dari
Rp 100
Juta s.d
Rp50O
Juta

Pemberitaan
negatif di
media massa
nasional

Pencapaian
a-rget kinerja
di atas 2?lo
s.d Sffl.

Pelayanan
tertunda
di atas 15
hari s.d 3O
ha,ri

Signijikan
(4)

Sarrgat
Sigrifikan

(sl

Jumlai
kerugian
negara
lebih dari
Rp5OO
Juta

Pemberitaan
negative di
media massa
intemasional

Pencapaian
ta.rget kineda
< 2*/o

Pelayanan
tertunda
Iebih da-ri
30 hari

Jumlah
tuntutan
hukum
lebih dari
50 kali
Da-lam satu
periode

ke organi
jurnlahnya
lebih dari
3 dalam 1

dalam satu
periode

Mo(lerat
(s)

c

umlah
tuntutan
hukum di
atas 30 kali
s.d 50 kali
dalam satu
periode

Krategori Risiko

Krrtegori risiko sangat penting dalam menjamin identi{ikasi

risiko yang komprehensif dan pengikhtisaran atau pelaporan

risiko. Kategori risiko disusun sesuai dengan kondisi

lingkungan organisasi. Kategori risiko minimal di Kabupaten

Trrraja Utara adalah sebagaimana tampak pada tabel I.4.

di bawah ini:

Tabel I.4. Tabel Risiko

Risiko
Pembiayaan

No. Kategori
Risiko

Risiko
Pendapatan

Fjsiko Belanja

Definisi

1

Risiko yang disebabkan oleh tidak tercapainya target
pendapatan Daerah. Pendapatan meliputi Pendapatan
Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan
Daerah lainnya.

2

Risiko yang disebabkal oleh kegagalal dalam penyerapan
belanja daerah, tidak sesuai proyeksi (proporsionalitas
penyerapan), atau tidak sesuai dengal sasdan
penggunaan. Belanja meliputi belanja modal, barang,
pegawai, transfer, hibah, bantuan sosial, dan lain-lain
helania-

3
Risiko )'ang disebabkan oleh keeagalan pemenuhan
pembiayaan, baik nominal maupun jadwal waktunya.

2'.7
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.{

Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan organisasi
dalam mengambil keputusan dalam memilih strategi,
ketidaltepatan atau tidak dilaksanakaanya suatu
keputusan strategis, serta kegagalan dalam
mengantisipasi perubahan lingkungan orgarisasi
berupa perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

5
Risiko
Fraud

Risiko
Kepatuha!

Risiko yang timbul karena kecurangan yang disengaja
yalg merugikan keuangan negara. Frtt td meliputi:
penggelapan asset (barallg milik nega-ra atau kas dan
setara kas), korupsi (suap-menlruap, gratifikasi, darr
lain- lain), serta manipulasi laporan kine{a dan
keuangan-

6

Risiko yang timbul akibat organisasi tidal< mematuhi
dan/ atau tida-k melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko
kurangny'a pemahaman atau kesadaran hokum terhadap
ketentuan maupun peratura-n perundalg-undangan
yang berlaku umum.

7

Risiko yartg disebabkan :

o ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinJra pnoses

internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.
o adanya kejadian eksternal yang memengarmhi

operasional organisasi.
. adanJra tuntutan hukum dari luar kepada

organisasi.

8

Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat
kepercayaan pemangku kepentinganekstema.l yang
bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.

Risiko
Operasional

Risiko
Reputasi

Apabila dipandang perlu, Komite Eksekutif dapat menambahkan

kategori risiko selain 8 (delapan) kategori risiko di atas sesuai

denglan ketentuan yang berlaku. Selera Risiko Kabupaten

Toraja Utara merupakan kebijakan yang menjadi acuan dalam

menentukan apalah suatu risiko perlu ditangani atau tidak.

Sele:ra Risiko mencerminkal lagaimana organisasi

menyeimbangkan efisiensi, pertumbuhan, hasil, dan risiko.

Penlusunan selera risiko Kabupaten Toraja Utara merupakan

tugas dan tanggung jawab Komite Pelaksana. Selera risiko

Kabupaten Toraja Utara yang disusun oleh Komite Pelaksana

tersr:but selanjutnya disampaikan kepada Komite Eksekutif

unturk dibahas dan ditetapkan. Setelah ditetapkan, selera

risiko dapat digunakan di tingkat Kabupaten Toraja Utara dan

Perangkat Daerah. Penetapan selera risiko dapat dicontohkan

sebagaimana tabel I.5. di bawah ini.

28

Risiko
Strategis

I

I

I

I



Besaran Risiko yang Harus
di Mitigasi
>10

,2 Risiko belanja >10
>10
>9
>4rj

(t.
,7

'Risiko /rand
Risiko kepatuhan
Risiko operasional

Nc,.

1. Risiko pendapatan

>15

a) Idenyusun Profil Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara

rlan rencana mitigasinya berdasarkan sasaran strategis

)(abupaten Toraja Utara secara tahunan.

l)rofil Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara merupakan

l<urnpulan risiko kunci Kabupaten. Toraja Utara yang

tlisusun oleh Komite Pelaksana dari hasil peLaksanaan nsk

ossessment Kabupaten Toraja Utara yang melibatkan dan

dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing

I)erangkat Daerah dan para stakeLalder.

Identifikasi didasarkan pada sasaran strategis Kabupaten

lioraja Utara yang dapat bersumber dari rencana

srtrategis; roodmap, atau dokumen perencanaan strategis

lainnya. Sedangkan, rencana mitigasi disusun oleh Komite

l)elaksana sesuai dengan prioritas risiko kunci yang

cliputuskan untuk ditangani dengan mempertimbangkan

rnasukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para

:;takeholder.

ftrofil Risiko Kunci Kabupaten Tor4ja Utara dan rencana

raitigasinya dibuat untuk periode time horizon selama satu

tahun dan dapat dilakukan penyesuaian selama periode

tersebut. Profil Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara dan

rencara mitigasinya disusun oleh Komite Pelaksana yang

selanjutnya disampaikan kepada Komite Eksekutif untuk

d.ibahas dan ditetapkan.

b) I\flemantau dan melap orkan leuel Risiko Kunci Kabupaten

'Ibraja Utara dan pelakSanaan mitigasinya'

Leuel Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara dan pelaksanaan

ndtigasi harus dipantau secara terus-menerus dan dilaporkan

secara berkala oleh Komite Pelaksana kepada Komite

29

TaL,el I.5. Penetapan Selera Risiko

Kategori Risiko

I

.3. I Risiko pembiayaan 
I

,1. i Risiko strategis
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llksekutif. Risiko-risiko kunci Kabupaten Tora-ja Utara dan

lrelaksanaan rencana mitigasinya harus dipantau secara

1.erus-meneru.s tintuk meyakinkan bahwa risiko-risiko kunci
rnasih dapat dikendalikan dan rencana mitigasi telah
dijalankan dengan baik. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam
pelaksanaan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko, Komite
I)elaksana melaporkan hasil pemantauan atas risiko-risiko
trrunci Kabupaten Toraja Utara dan pelaksanaan rencana

rnitigasi kepada Komite Eksekutif.

c) trtlenginformasikan risiko-risiko kunci Kabupaten

lbraja Utara, serta menyampaikan rencana mitigasi

llabupaten Tora-ja Utara yang relevan kepada seluruh
['erangkat Daerah yang terkait.

Flisiko kunci Kabupaten Tora.ia Utara diinformasikan

cleh Komite Pelaksana kepada seluruh Perangkat Daerah

sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko

k,unci Perangkat Daerah. Selanjutnya, rencana mitigasi

It.abupaten Toraja Utara yang relevan diinformasikan oleh

k.omite Pelaksana kepada seluruh Perangkat Daerah

yang terkait untuk dilaksanakan.

d) I\{emberikan masukan kepada Bupati Toraja Utara tentang

r,encana kontinjensi apabila kondisi ekstemal yang tidak

r ormal terjadi.

X.ondisi tidak normal mungkin saja terjadi sehingga

nrenyebabkan risiko kunci yang diukur dengan indikator

rLsiko menjadi berlevel tinggi secara mendadak. Dalam

kondisi demikian, Komite Pelaksana memberikan masukan

kepada Bupati Toraja Utara tentang rencana kontinjensi

yang diperlukan untuk memitigasi risiko yang meningkat

levelnya tersebut. Proses penyusunan rencaira kontinjensi

tr:rsebut dilakukan bersama-sama dengan Kepala Perangkat

ttaerah yang berkenaan dan pejabat yang terkait.

e) IUemberikan masukal/rekomendasi kepada Bupati

Tora-ia Utara berdasarkan suatu analisis objektif berkenaan

dengan pengambilan keputusan/kebijakan Bupati

Toraja Utara sesuai permintaan Bupati Toraja Utara sesuai

ketentuan peraturan perundanS-undangan.
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.Apabila diperlukan, Bupati Toraja Utara dapat meminta
Komite Pelaksana untuk memberikan rekomendasi

lcerdasarkan inforrnasi mengenai risiko yang dimiliki sebelum

suatu keputusan tertentu dibuat oleh Bupati Toraja Utara.

G. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Komite Anggaran Kineg'a

Berbasis Fiisiko

Untuk me,lancarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten, maka dibentuk
Sekretariat Komite Anggaran Kineda Berbasis Risiko Tingkat

Kabupaten. Sekretariat Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

Tingkat (abupaten berada di Sekretariat Daerah Kabupaten

Toraja Utara pada Bagian yang membidangi organisasi dan/atau
kelembaga.an.

1. Kepala Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Toraja Utara menjalankan Anggaran Kinery'a Berbasis Risiko. Kepala

Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap penerap€rn

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di dalam unit kerjanya

masing-masing dengan cara menunjukkan komitmen dan

membe rikan arahan dalam rangka penerapan Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko yang mencakup pelaksanaan Proses Anggaran

Kinerja. Berbasis Risiko dan penyediaan sumber daya organisasi

yang mencukupi untuk penerapan Anggaran kine{a berbasis

risiko yang efektif. Sehubungan dengan penerapan Anggaran

Kinerja Berbasis Risiko, Kepala Perangkat Daerah memiliki tugas

dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan risiko-risiko kunci Perangkat

Dat:rah.

Sen:lah mendapatkan informasi mengenai risiko kunci

Katrupaten Toraja Utara, Kepala Perangkat Daerah diharapkan

merlyusun dan menetapkan. risiko kunci Perangkat Daerah yang

dist:suaikan dengan risiko kunci Kabupaten Toraja Utara.

Merry'usun, menetapkan, dan melaporkan Profrl Risiko Kunci

Penmgkat Daerah, beserta rencana mitigasinya berdasarkan

sasaran strategis Perangkat Daerah secara tahunan. Profil

Risj.ko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan Risiko

Kunci Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh

Kepala Perangkat Daerah dari hasil pelaksanaan nsk
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assessmenf yang melibatkan dan mempertimbangkan

rriasukan dari seluruh staf di bawahnya, serta para

sinkeholder. Identifikasi didasarkan pada sasaran strategis

Pr:rangkat Daerah yang dapat bersumber dari rencana strategis,

rctadmap, peta sasaran strategis berdasarkan dokumen

perencana€m strategis. Sedangkan, rencana mitigasi disusun

dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan

prioritas Risiko Kunci yang diputuskan untuk ditangani dengan

mempertimbangkan masukan dari seluruh staf di bawahnya,

s€,rta para stakeholder. Profil Risiko Kunci dan rencana

mitigasinya dibuat untuk periode time horiz,on selama satu

tahun dan dapat dilakukan penyesuaian selama periode tahun

tersebut. Profil Risiko Kunci dan rencana mitigasinya yang telah

ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, selanjutn5.a

di laporkan kepada Komite Anggaran Kine{a Berbasis Risiko.

b. M,:nginformasikan Risiko-Risiko Kunci Kabupaten Tor4ja Utara

dan Perangkat Daerah, serta rencana mitigasi yang relevan

kepada seluruh manajemen di bawahnya yang terkait. Risiko

Ktrnci Kabupaten Tor4ja Utara, dan Perangkat Daerah

dirnformasikan kepada seluruh manajemen di bawahnya

se bagai bahan informasi. Selain itu, rencana mitigasi Kabupaten

Tora-ja Utara dan Perangkat Daerah yang relevan

diinformasikan kepada seluruh manajemen yang terkait di

bawahnya untuk dilaksahakan.

c. Memantau dan melaporkan leuel Risiko Kunci perangkat

Daerah, serta melal<sanakan mitigasi Risiko Kunci Kabupaten

To::aja Utara dan Perangkat Daerah.

trerlel Risiko Kunci Perangkat Daerah dan pelaksanaal mitigasi
risi.ko kunci Kabupaten Toraja Utara dan perangkat Daerah
ha::us dipantau secara terus-menerus dan dilaporkan secara

berkala oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite Anggaran
kine{a Berbasis Risiko.

Risiko-Risiko Kunci perangkat Daerah dan pelaksanaan
rencana mitigasinya harus dipantau secara terus_menerus
untuk meyakinkan bahwa Risiko-Risiko Kunci masih dapat
dikr:ndalikan dan rencana mitigasi telah dijalankan dengan
bail<. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan
Anggaran Kinerja Berbasis Risiko, Kepala perangkat Daerah
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melaporkan hasil pemantauan atas Risiko-Risiko Kunci
Perangkat Daerah dan pelaksanaan rencana mitigasi kepada
Ko:mite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko.

d. Memastikan Proses Anggaran Kine{a Berbasis Risiko pada
unit kery'anya berjalan efektif.

Seluruh Perangkat Daerah dan unit di bawahnya harus
menjalankan Proses Anggaran Kine{a Berbasis Risiko dengan

efe.<tif. Kepala Perangkat Daerah harus memastikan bahwa unit
kerjanya telah menjalankan Proses Anggaran Kineq'a Berbasis

Risiko dengan baik.

2. Tugas dan ta.nggung jawab unit kerja di bawah Kepala Perangkat

DaeralL

Dalam hal penerapan manajemen risiko, maka unit kerja dibawah

Kepala Perangkat Daerah:

a. ikut berperan aktif dalam penyusunan Profil Risiko Kunci

Per.angkat Daerah. Seluruh unit di bawah Kepala Perangkat

Dat:rah di lingkungan Pemerintah Kabupaterl Toraja Utara

harus terlibat dan berperan serta secata aktif dalam penerapan

An6,garan Kineq'a Berbasis Risiko yang dijalankan oleh

Per,angkat Daerah. Keterlibatan dan peran serta aktif tersebut

antara lain diwujudkan dalam hal pelaksanaan risk assessment

untuk menl'usun Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah;

b. mernantau dan melaporkan leuel Risiko, beserta dengan

pel:rksanaan mitigasinya kepada Kepala Perangkat Daerah

masing-masing secara triwulanan; dan

c. sehrruh pejabat satu tingkat di bawah Kepala Perangkat Daerah

harus melakukan pemantauan atas kondisi risiko, disertai

dengan langkah mitigasi yang dijalankan dan melaporkannya

kepada Kepala Perangkat Daerah. Bentuk dan susunan

pelaporan ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi pada

Peran gkat Daerah rnasing-masing.

3. Compliance Office pr rRrsk Management (lnspektorat Kabupaten

Toraja Utara).

Inspektorat Kabupaten Toraja Utara melakukan fungsi

pelaks:maan compliance olfice atas Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko, dan melaksanakan peran konsultasi dan asistensi Anggaran

Kinerja Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Toraja Utara.
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Fungsi tersebut diwujudkan antara lain dengan melakukan:

a. pemantauan dan retriu atas Proses Anggaran Kinerja Berbasis
Rirsiko, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat perangkat

Da-erah;

b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko, baik di tingkat Kabupaten

m€Lupun di tingkat Perangkat Daerah;

c. audit atas Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko, baik di
tingkat Kabupaten maupun di tingkat Perangkat Daerah; dan

d. memberikan jasa konsultasi dan asistensi atas penerapan

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Toraja Utara apabila diminta.

BAB III

KEBIJAKAN PELAPORAN

Dengan mempe:rhatikan tujuan dan prinsip penerapan Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko, kebijakan pelaporan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

adalah sebagai trerikut:

A. Pelaporan Tingkat Kabupaten

Pelaporaa Tingkat Kabupaten terdiri atas:.

1. l,aporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Torqia Utara

Profil Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara merupakan kumpulan

risiko li:unci Kabupaten Toraja Utara yang disusun dengan

mempertimbangkan masukan dari. masing-masing Perangkat Daerah

dan para stakelnlder. laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten

Torqja Utara disusun dan disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada

Komite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan paling lambat pada

minggu I,:e-I di awal periode time lwrizon Laporan Profil Risiko

Kunci Kabupaten Toraja Utara ditetapkan oleh Komite Eksekutif

paling lambat pada minggu ke-ll di awal periode time horizon.

Komite Pelaksana menyampaikan Laporan Pro{il Risiko Kunci

Kabupat:n Toraja Utara yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif

kepada para Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada

Compliarrce Offrce for Ri.sk Monagement pa)ing lambat pada minggu

ke-III di awal periode time horizon sebagai dasar pertimbangan dalam

men,.usun Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah.
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2. Lapora n Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara

Lapora.n Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Tora-ja Utara memuat

inform,asi mengenai risiko kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi,

dan n:alisasi mitigasi risiko yang telah dija-lankan. Laporan

Mitigasri Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara dibuat oleh

Komite Pelaksana dengan mempertimbangkan masukan dari

masing;-masing Perangkat Daerah dan para stakeholder, dan

disamp,aikan kepada Komite Eksekutif. Laporan Mitigasi Risiko Kunci

Kabupaten Tora,ja Utara yang berisikan informasi mengenai risiko

kunci yang dimitigasi dan rencana mitigasinya, disusun oleh

Komite Pelaksana dan disampaikan paling lambat pada minggu ke-

I di avyal periode time hori.zon kepada Komite Eksekutif untuk
dibahas dan ditetapkan.

Laporarr Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Torqia Utara tersebut

ditetapl<an oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu ke-ll

di awa.l periode tim.e horizon Laporan Mitigasi Risiko Kunci

Kabupaten Toraja Utara yang sudah ditetapkan oleh Komite

Ekseku lif, selanjutnya disampaikan oleh Komite Pelaksana

kepada Kepala Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada

Complia:.rrce Office for Ri^sk Management palirlg lambat pada

minggu ke-lll di awal periode time tarizon.

Sedangl<an Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara

yang be risikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi,

rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II, III,
dan IV dalam periode time horizon, disusun, ditetapkan, dan

disampaikan oleh Komite Pelaksana secara triwulanan kepada

Komite itksekutif dan ditembuskan kepada Compliarrce Offtce for Risk

Managenent paling lambat pada minggu ke-I setelah triwulan

tersebut berakhir.

3. laporan Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko X abupaten Toraja Utara.

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko I.labupaten Toraja Utara disusun oleh Komite Pelaksana

berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas efektivitas

pelaksar.aan mitigasi risiko kunci dan disampaikan kepada Komite

Eksekutif setiap semester paling lambat pada minggu ke-I setelah

semester tersebut berakhir untuk dibahas dan ditetapkan. Laporan

Pemantauan dan Reviu ftoses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko
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Kabupaten Toraja Utara ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling

lambal. pada minggu ke- II setelah semester tersebut berakhir.

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko Kabupaten Toraja Utara yang sudah ditetapkan oleh Komite

Eksekutif tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Komite

Pelals:rna kepada Komite Anggaran Kineda Berbasis Risiko dan

ditembuskan kepada Compliarrce Office for Ri,sk Managem.entpaling

lambat pada minggu ke-lll setelah semester tersebut berakhir.
4. la.porarr Anggaran Kine{a Berbasis Risiko Insidental

l,apora:e. Anggaran Kine{a Berbasis Risiko Insidental disusun oleh

Komite Pelaksana dan ditujukan kepada Bupati Toraja Utara.

Penyusunan Laporan Anggaran Kine4'a Berbasis Risiko Insidental

antara .tain didasari oleh:

a. apabila te{adi kondisi abnormal yang berfungsi untuk
mernberikan masukan mengenai rencana kontinjensi kepada

Bup ati Tora-ja Utara; dan

b. apaloila ada permintaan dari Bupati Tora-ia Utara berkenaan

denl3an pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu

yang berfungsi untuk memberikan masukan/rekomendasi

berd asarkan suatu analisis yang objektif. Bentuk dan isi Laporan

Ang3aran Kineq'a Berbasis Risiko Insidental disesuaikan dengan

sifat dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya laporan.

Pelaporan f ingkat Perangkat Daerah

Pelaporan Tingkat Perangkat Daefah terdiri atas:

1. Laporan Profii Risiko Kunci Perangkat Daerah.

Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan

risiko kunci Perangkat Daerah yang disusun dari hasil pelaksanaan

risk assessmenl Perangkat Daerah yang melibatkan seluruh unit

kerja d:i bawahnya dengan mempertimbangkan masukan dari

masing- masing unit kerja tersebut dan para stakeholder. Laporan

Profil R: siko Kunci Perangkat Daerah disusun, ditetapkan, dan

disampaikan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah kepada Komite

Anggara:n Kine{a Berbasis Risiko, serta ditembuskan kepada

Compliosrce Offbe for Risk Manogemenf paling lambat pada minggu

ke-IV di .awal periode time horizon.

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah memuat

informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana mitigasi,
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dan rea lisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan. Laporan

Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah dibuat oleh Kepala

Perangk.at Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari
masing-masing unit kerja di bawahnya dan para stakeLolder.

Laporarr Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang berisikan
informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan rencana

mitigasinya, disusun, ditetapkan, dan disampaikal oleh Kepala

Perangkat Daerah kepada Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

dan di bawahnya yang terkait, serta ditembuskan kepada Compliarrce

Office for Risk Monagement paling lambat pada minggu ke-lV di awal

periode time horizon. Sedangkan Laporan Mitigasi Risiko Kunci

Perangkat Daerah yang berisikan informasi mengenai Risiko Kunci

yang dimitigasi, rencana, dan realisasi mitigasi sampai dengan

triwulan I, II, III, dan IV dalam periode time horizon, disusun,

ditetapkan, dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah secara

triwulanan kepada Komite Anggaran Kine4'a Berbasis Risiko, serta

ditembuskan kepada Co:mpliance Offue forRi,sk Managbment paling

lambat rninggu ke-l setelah triwulan tersebut berakhir.

3. [,aporan Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko I']eralgkat Daerah.

Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran Kineia Berbasis

Risiko l)erangkat Daerah disusun dan ditetapkan oleh Kepala

Perangkrrt Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas

efektivi&rs pelaksanaan rnitigasi Risiko Kunci. Laporan Pemantauan

dan Rerdu Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Perangkat

Daerah ,lisampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko, serta ditembuskan kepada

Compliance Office for Risk Managem.ent setiap semester paling

lambat pada minggu ke-l setelah semester tersebut berakhir.

Pelaporan d alam rangka Perbaikan Teru s-Menerus.

Secara terus-menerus seluruh Perangkat Daerah harus berupaya untuk

meningkatkan tingkat kematangan penerapan Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko ke tingkatan yang lebih baik.

Tingkat kernatangan penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

dijelaskan clalam tabel I.6. di bawah ini:
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Tabel I.6. Tingkat Kematangan Penerapan Anggaran Kineqja

Berbasis Risiko

Tingkat
Kematanga.r.

berhasilarr
ncapaianBelum Sada-r

Risiko (Rrsk
Naiue)

Sadar Risiko
(Risk Autare)

uan strategis
t rendah

Parameter Penilaian

Kepemimpinan
Proses Anggaran
Kine{a Berbasis

Risiko

Penanganalr
Risiko

Hasil
Penerapan
Anggaran

Kinerja
Berbasis

Risiko

mahaman
mimpinan

mitmen dan

rhadap
plementasi

erja Berbasis
siko sangat
ndah

Proses Anggaran
Kineria Berbasis
Risiko
dilaksanakan
secara tidak
lengkap dan
identifikasi risiko
sangat tidak
komprehensif

umlalr
rsentase
tigasi yang

han

[ebernasitanpenurunan

ller.,er 
risiko

I

mltmen oan
an

mplnan
hadap

mplementasi

a Berbasis
sangat

dah

Proses Anggaran
Kine{a Berbasis
Risiko
dilaksanakan
secara tidak
lengkap dan
identifikasi risiko
sangat tidal<
komprehensif

berhasiianiumiah
persentase
mitigasi yang
dilaksanakan
han
[reberh asiiarr
penurunan
leuel risiko

encapaiarr
ujuan strategis

ndalr

Risiko
Ditetapkan
{Risk Defined.l

Komitmen darr
pemahaman
pemimpina.n
terhadap
implementasi

Inggaran
[inerja Berbasis

Risiko 'sangat

[endah

Pros€s Anggaran
Kinerja Berbasis
Risiko
dilaksanakan
secara cukup
lengkap dan
identifikasi risiko
sangat tidal<
komprehensif

Jumlah
persentase
mitigasi yang
dilaksanakan
dan
[<eberhasilal

Penurunan
leuel risiko

Keberhasilan
pencapaial
tujuan strategis
tinggi

Dapat
Menarga.rii
Risiko lRisk
Enabel)'

Komitmen dan
pemahaman
pemimpinan
terhadap
implementasi
Angga-rar
Kinerja Berbasis
Risiko sangat
rendah

Proses Anggaran
Kineda Berbasis
Risiko
dilaksanatan
secara sangat
lengkap dan

identifikasi 
risiko

sangat

lkomprehensif

Jumlalr
persentase
mitigasi yang
dilaksanakan
dan
keberhasilan
penurunan
leuel isiko

Keberhasilan
pencapaian
tujuan strategis
sangat tinggi
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BAB IV

HUBUNGAN ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO,

PENGENDALIAN INTEREN, DAN MANAJEMEN KINERJA

A. Ruang Lingkup dan Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko.

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko memiliki ruang lingkup yang luas

yaitu mer.cakup program, kegiatan, atau prosee bisnis secara luas.

Proses An,qgaran Kine4'a Berbasis Risiko berdasarkan ISO 31000:2018

terdiri dari komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks,

identifikasi risiko, penilaian risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko,

serta penrantauan dan reviu. Sedangkan, menurut COSO ERM

komponen dai Enterpri.se Risk Management adalah lingkungan

intemal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian (euents), penilaian

risiko, r€rspon risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikarsi, serta pemantauan.

B. Ruang Ling;kup dan Koponen Pengedalian Intern.

Pengendali.an interen khususnya di sektor publik mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalia.n Intern Pemerintah yang menggunakan kerangka kerja

Intemal Control Integrated Frameunrk. Ruang lingkup pengendalian

interen sesuai dengan P. eraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2OO8

tersebut rneliputi seluruh kegiatan kepemerintahan. Komponen

pengendalian interen terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian

risiko, akti\dtas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta

pemantauan.

Pendekatarr yang digunakan.

Secara umum pendekatan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dan

pengendalian interen mengacu pada konsep yErng sama. Meskipun

demikian, rnengingat sejarah implementasi kedua konsep tersebut di

Kabupaten 'Ioraja Utara, maka pendekatan yang digunakan Kabupaten

Toraja UtareL dapat dirumuskan sebagai berikut:

l. Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di Kabupaten Toraja Utara

digunakan dalam konteks pencapaian sasaran strategis. Sasaran

strategis, tersebut dapat berupa sasaran strategis yang mengacu

pada dokumen perencanaan maupun dokumen perencanaan

strategis lainnya.
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2. Prosesr Anggaran Kinerja Berbasis Risiko disusun lebih banyak

menggrnakan pendekatan standar Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko

ISO 310OO:2O18.

3. Pengendalian intern di Kabupaten Toraja Utara digunakan dalam

rangker meyakinkan bahwa pengendalian intern telah

diimpl:mentasikan secara efektif dalam proses bisnis sehari-hari.

4. Program peningkatan pengendalian intem lebih banyak

menggunakan pendekatan komponen pengendalian interen sesuai

Peratu:ran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengen.dalian Intern Pernerintah.

5. Mitigas,i atau penangaran Risiko dalam Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko adalah merupakan kegiatan atau proses untuk mengurangi

kemungkinan dan/atau dampak risiko setelah mempertimbangkan

aktivitas pengendalian yang ada.

6. Mitigasi yang berhasil menurunkan kemungkinan dan/atau

dampal< akan dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada

periode berikutnya dengan mekanisme SOP, Surat Edaran, Surat

Keputusan, dan/ atau bentuk ketentuan lainnya yang sesuai.

7 . Pengenrlalian interen, khususnya aktivitas pengendalian yang ada,

harus diukur efektivitasnya untuk menentukan leuel isiko pada saat

menjalankan tahap analisis risiko.

D. Hubungan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dan Manajemen

Kinerja

Dokumen perencanaan Kabupaten Toraja Utara merupakan alat

manajemen strategi yang menerjemahkan visi, misi, dan strategi yang

tertuang dalam Rencana Strategi Kabupaten Tora-la Utara. Salah satu

, Proses Anlggaran Kineda Berbasis Risiko yang digqnakan oleh

Kabupaten Toraja Utara adalah penetapan konteks yang berisi

antara lain penetapan tujuan. Dalam rangka penetapan konteks

tersebut, organisasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harus

memasukkan .tujuan sebagaimana tercantum dalam sasaran strategis

pada dokumen perencanaan sebagai tujuan organisasi. Meskipun

demikian, tuLj uan atau sasaran strategis lain yang mungkin tercantum

pada dokumen selain dokumen perencanaan tetap harus

dipertimbangkan. Demikian pu1a, dalam pengukuran kjne4'a

organisasi disarankan agar mempertimbangkan risiko yang diambil

oleh organisrasi dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategisnya.
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BAE} V

PENUTUP

Pedoman Umum Anggaran Kinerja Berbasis Risiko ini dimaksudkan sebagai

acuan bagi pe:ngembangan kebijakan, pengembangan struktur, Anggaran

Kinerja Berbasris Risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan

penerapan Anlggaran Kine{a Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tor,aja Utara.

A UTARA,

tx

a) ASSANG
l', $

4

J;\

4t



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN KINERJA BERBASIS zuSIKO

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belal<ang

Untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara

efektif dan. efisien, perlu dilakukan pengaturan mengenai penerapan

anggaran kinerja berbasis risiko di Kabupaten Toraja Utara.

Penyesuaiem tersebut diperlukan untuk mengakomodasi adanya

perubahan lingkungan penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dan

mengefekti [kan, serta mengefisienkan penerapan Anggaran Kineqa

Berbasis Risiko .

B. Tuj uan Perryusunan Pedoman Pelaksanaan

Penyusunan pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan

panduan tragi pelalsanaan An ggaran Kinerja Berbasis Risiko, yakni

dalam hal sistem dan prosedur penerapan Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tora.ia Utara. Hal ini
dimaksudkrm agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam

penerapan Anggaran Kine{a Berbasis Risiko secara efektif di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tora-ia Utara.

C. Faktor- Faklor Keberhasilan Penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko
Untuk meniamin bahwa penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

berjalan dengan baik, maka segenap jajaran pejabat dan pegawai

di lingkungzLn Pemerintah Kabupaten Toraja Utara harus memahami dan

mengetahui beberapa faktor yang mendukung keberhasilan

penerapannya. Faktor-faktor keberhasilan yang secara khusus terkait

dengan keberhasilan penerapan Anggaran Kine{a Berbasis Risiko

adalah:

1. adanya komitmen terhadap kebijakan, proses, dan rencana

tindakarL terkait dengan penerapan Anggaran Kinetja Berbasis

Risiko;
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2. adany,a struktur yang jeias dan kerangka acuan yang dapat

dijadil.an pedoman dalam penerapan Anggaran Kinet'a Berbasis

Risiko;

3. adanyrr kebijakan pengelolaan risiko (rbk management policg)

yang rrrerinci tugas dan tanggung jawab dari pimpinaa dan staf

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;

4. adanyer pelatihan untuk seluruh pimpinan dan staf, baik itu
pelatihan anggaran kinerja berbasis risiko secara umum untuk
tujuan risk anuareness nnupun pelatihan yang lebih detil dengan

tujuan untuk menjalankan Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko;

5. adanya sumber daya yang mencukupi untuk penerapan Anggaran

Kinef a Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Toraja Utara;

6. adanya pemantauan secara terus-menerus mengenai status

pengelo laan risiko;

7. adanya reinforcem.ent (penguatan) yang mencaktp Keg Performance

Indicotc rs (KPI) / Indikator Kinerja Utama (IKU) ; evaluasi individual,

remunerasi, dan sanksi; dan

8. adanya kesadaran dari setiap orang di lingkungan organisasi

terhadap prinsip-prinsip pengelolaan risiko untuk menciptakan

kultur/ budaya yalrg tepat dan memahami manfaat yang dapat

diperoleh dari pengelolaan risiko yang efektif.

BAB II

PELAKIJANAAN ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO

Komunikasi dan Konsultasi

Pemerintah Kabupaten Torqia Utara, sebagai sebuah unit yang

menerapkafl Anggaran Kinerja Berbasis Risiko, melaksanakan tahapan

komunikasi dan konsultasi. Tahap komunikasi dan konsultasi

tersebut dilakukan oleh Komite Kinerja Berbasis Risiko

Kabupaten Tora.ja Utara. Komunikasi dan konsultasi di tingkat

Kabupaten Toraja Utara kepada para pemangku kepentingan

dilakukan s,ecara terus-menerus sesuai dengan prioritas dalam rangka

menjalankan Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko. Pemangku

kepentingan adalah orang atau organisasi yang akan mempengaruhi,

dipengaruhi oleh, atau mempersepsikan diri mereka sendiri, yang

+-)



nantinya akan terpengaruh oleh keputusan dan/ atau aktivitas

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Komunikasi dan konsultasi dilakukan terhadap. pemangku

kepenlingem eksternal dan internal. Pemangku kepentingan ekstemal

ba$ Anggaran kinerja berbasis risiko di tingkat Kabupaten

Toraja UteLra antara lain Presiden, Kementerian/Lembaga, organisasi

kemasyarakatan, Penyedia Barang dan Jasa, DPRD, dan masyarakat

umum yang dilayani. Sedangkan pemangku kepentingan intemal bagi

Anggaraa kineq'a berbasis risiko tingkat Kabupaten Tora-la Utara

adalah seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pegawai di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Untuk Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko tinlgkat Perangkat Daerah, penetapan pemangku kepentingan

internal clan eksternal disesuaikan dengan lingkup organisasi

masing-masing.

Komunikasri dan konsultasi sangat penting untuk dilakukan pada setiap

tahap Pros,es Anggaran Kine{a Berbasis Risiko. Mekanisme pelaporan

baik di tingkat Kabupaten Toraja Utara, maupun Perangkat Daerah pada

hakikatnya merupakan salah satu metode berkomunikasi dan meminta

masukan dari para pemangku kepentingan.

1. Tujuan

Komunikasi dan konsultasi pada tingkat Kabupaten Toraja Utara

bertujuan untuk mendapatkan dan menyebar informasi yang

rclevan terkait dengan penerapan Angga-ran Kine{a Berbasis Risiko

sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tugas dan

tanggun g jawabnya dengan baik.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pada tirrgkat Kabupaten Toraja Utara, komunikasi dan konsultasi

dilakukrn oleh Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif terhadap

pemangku kepentingan ekstemal dan internal dengan melibatl<an

Perangkat Daerah.

3. Jadwal l)elaksanaan

Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif melakukan komunikasi

dan korrsultasi di sepanjang periode penerapurn Anggaran Kine{a

Berbasis, Risiko, selaras dengan tahapan Proses Anggaran Kinerja

Berbasis, Risiko dan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam

rangka penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko.
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4. Langkah Proses

Komunikasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten Tora-ia Utara
dilakukan dengan menggunatan beberapa mekanisme. Mekanisme

dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan konsultasi tersebut

antara l;ein dilakukan dengan:

a. pela-l,lsanaan risk assessment di tingkat Kabupaten Toraja Utara;

b. pelal:sanaan rapat berkala Komite pelaksana dan Komite

Eksekutif; dan /atau
c. pelal:sanaan rapat insidental Komite Pelaksana dan Komite

Eksekutif,

Komunilcasi dan konsultasi Anggaran Kinerja Berbasis Risiko pada

dasarnyrr tidak hanya terbatas pada 3 (tiga) pendekatan tersebut,

tetapi ilapat dilakukan sepanjang diperlukan dengan berbagai

macam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi

Kabupaten Toraja Utara. Sekretariat Komite Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko Kabupaten Toraja Utara dibentuk untuk memfasilitasi

dan me:agorganisasikan pelakmnaan komunikasi dan konsultasi

di tingkeLt Kabupaten Toraja Utara.

a. Pelal<sanaan Risk Assessment

Risk assessmenf merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi

risiko, menentukan level risiko dan menetapkan prioritas

risiko. Rrsk assessment terdiri dari kegiatan identifikasi, analisis,

dan evaluasi risiko. Di tingkat Kabupaten, risk assessmen,

dimaksudkan untuk menyusun Profil Risiko Kunci Kabupaten

Toraja Utara. Risk assessment dilakukan oleh Komite Pelaksana

dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif paling

lambat pada minggu ke-I di awal periode rentang waktn) (time

horiz:on) untuk dibahas dan ditetapkan. Profil Risiko Kunci

Kabu:paten Tora.ia Utara ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling

lambat pada minggu ke-II di awal periode rentang waktu.

Reniang w'aktu (fime horizonl merupakan masa berlakunya

dokumen Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dan menunjukkan

jangla waktu yang digunakan untuk mengestimasikan leuel

risiko, dokumen serta menjalankan penanganan atas risiko

terkztit dengan penerapan Anggaran Kinerja Berbasis

Risil,:o di Kabupaten Toraja Utara.
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Ket:entuan pelaksanaan rapat berkala Komite Pelaksana

adzrlah:

1) Rapat dilaksanakan secara triwulanan, yalmi pada bulan

Maret, Juni, September, dan Desember;

2) Rapat dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Komite Pelaksana;

dan

3) Rapat harus dihadiri oleh minimal 2/3 dan jumlah anggota

Komite.

Ketentuan pelaksanaan rapat berkala Komite Eksekutif adalah:

1) Rapat dilaksanakan secara trivulanan, yakni pada bulan

Januari, April, Juli, dan Oktober;

2) Untuk rapat yang bersifat menetapkan / memutuskan, rapat

harus dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Komite Eksekutif; dan

3) Rapat harus dihadiri oleh minimal 213 dan jumlah anggota

Komite.

b. Pelzrksanaan Rapat Insidental Komite Pelaksana dan Komite

Eksekutif

Dalrrm hal terdapat permintaan dari Bupati Toraja Utara atau

hal- hal lainnya yang bersifat mendesak, Komite Pelaksana

dan Komite Eksekutif dapat melakukan rapat insidental yang

waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Keluaran (ou@ut)kegiatan

Keluaran kegiatan merupakan hasil dari pelaksanaan komunikasi

dan ko nsultasi antara lain berupa notulensi hasil rapat dan

keputusran Komite Eksekutif .

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi ditujukan

antara la.in untuk merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan

yang clihasilkan oleh Komite Eksekutif. Dokumentasi atas

kegiatan komunikasi dan konsultasi di tingkat Kabupaten

dilakukrn antara lain terhadap notulensi hasil rapat dan keputusan

Komite lDksekutif.

B. Penetapan I(onteks

1. Tujuan

Penetapan konteks di tingkat Kabupaten Toraja Utara bertujuan

untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan,

serta l)arameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan
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dalam penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di tingkat
KabupeLten.

2. Penang;ung Jawab Pelaksanaan

Di tingkat Kabupaten, penyusunan penetapan konteks dilakukan

oleh Komite Pelaksana dan penetapannya dilakukan oleh Komite

EksekuLif.

3. Jadwal Pelaksanaan

Komite Pelaksana men5rusun penetapan konteks di tingkat
Kabupaten dan hasilnya disampaikarr kepada Komite Eksekutif

paling lambat pada minggu ke-l di awal periode rentang waktu

untuk d.ibahas dan ditetapkan. Penetapan konteks ditetapkan oleh

Komite Eksekutif paling lambat pada minggu ke-ll di awal periode

rentang waktu. Konteks tersebut harus ditinjau kembali secara

berkala bersamaan dengan pelaksanaan risk assessm ent fing]<.at

Kabupalen. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pada periode

berjalan, Komite Eksekutif dapat mengubah dan menyesuaikan

konteks Anggaran Kinerja Berbasis Risiko lingkat Kabupaten rnelalui

mekanisme pemantauan risiko.

4. Langkah. Proses

Penetapim konteks di tingkat Kabupaten dilakukan untuk

mengidentilikasi dan menetapkan kerangka acuan, serta parameter

dasar di tingkat Kabupaten. Kerangka acuan dan parameter dasar

tersebut mencakup antara lain:

a. tujurrn Kabupaten Toraja Utara;

b. lingl,:up penerapan;

c. periode rentang waktu;

d. kelu,aran (ortQut|,

e. strul<tur Anggaran Kineqia Berbasis Risiko;

f. pernang!<ukepentingan;

C. kriteria risiko;

h. matriks analisis risiko untuk menentukan leuel risiko dan

prioritas risiko; dan

i. selera risiko.

Dengan demikian, konteks di tingkat Kabupaten menjadi dasar dan

batasan pengelolaan risiko di tingkat Kabupaten. Konteks Anggarart

Kinerja Berbasis Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Toraja Utara diarahkan untuk pencapaian sasaran stmtegis di

'I(abupaten Toraja Utara. Sasaran strategis tersebut merupakan
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represerltasi dari tujuan organisasi yang dijabarkan dalam rencana

strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen

resmi lainnya. Dengan demikian, siklus Proses Anggaran Kinerja

Berbasisr Risiko harus sejalan dengan proses penilaian kineqia dan

pencapeLian sasaran strategis Kabupaten Toraja Utara. t angkah

ke{a iialam penetapan konteks di tingkat Kabupaten adalah

sebagai berikut:

a. Menentukan tujuan atau sasaran tingkat Kabupaten

Toraja Utara.

Tujuan atau sasaran di tingkat Kabupaten menjadi dasar atau

pontlasi untuk:

1) penerapan Anggaran kineq'a berbasis risiko. Upaya

untuk mengamankan ketercapaian tujuan Kabupaten

Tom,ja Utara menjadi alasan penerapan Anggaran Kineda

Berbasis Risiko di tingkat Kabupaten; dan

2l menentukan parameter penerapan Anggaran Kine{a

Berbasis.Risiko.

b. Parameter penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko yang perlu

ditetepkan dalam konteks ini adalah:

1) ruang lingkup penerapan Anggaran Kineg'a Berbasis Risiko;

2l periode rentang waktu; dan

3) keluaran (ouQut) Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

yang dijalankan.

c. Menr:ntukan struktur Anggaran Kinerja Berbasis Risiko tingkat

Kabttpaten.

Da-lam rangka pengendalian terhadap penerapan Anggaran

Kine:ja Berbasis Risiko di tingkat Kabupaten, maka dibentuk

strulitur Anggaran Kinerja Berbasis Risiko berupa Komite

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Tingkat Kabupaten yang

ditetrepkan dengan Keputusan Bupati.

d. Menr:ntukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait

dengan Kabupaten Toraja Utara.

Para pemangku kepentingan, baik intemal maupun eksternal

perlu ditentukan dengan tepat untuk menjarnin suksesnya

pelal.:sanaan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di Kabupaten

Toraj a Utara.

e. Menetapkan kriteria risiko
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Kritrtria risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan

Ieual kemungkinan dan leuel dampak perlu dirumuskan dan
ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan kriteria risiko yang

berlal<u di Kabupaten Toraja Utara.

f. Menr:tapkan matriks analisis risiko untuk menentukan leuel

risiko dan prioritas risiko

Mahiks analisis risiko untuk menentukan leuel risiko dan
prioritas risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks
analisis risiko mengacu pada rumusan sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Toraja Utara ini.

8. Menr:tapkan selera risiko

Seler a Risiko yang menjadi bahasan penerimaan suatu risiko
perltr dirumuskan dan ditetapkan, sehingga jelas risiko mana

yang perlu dimitigasi dan risiko mana yzrng tidak perlu dimitigasi.

Komite Eksekutif menetapkan selera risiko yang berlaku

di Kabupaten Toraja Utara.

h. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu

Piagrm Anggaran Kinerja Berbasis Risiko (nsk manogement

charter) Kabupaten Tora-ja Utara.

5. Keluaran (ou@ut) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah

Piagam ,{nggaran Kine{a Berbasis Risiko /Rrsk Management Charter)

Kabupal.en Toraja Utara. Piagam Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

Kabupaten Toraja Utara menjadi patokan dan pertimbangan bagi

Kepala F'erangkat Daerah dalam menyusun Piagam Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko Perangkat Daerah.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk

menjelaskan parameter dan batasan penerapan Anggaran Kine{a

Berbasis, Risiko yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Toraja U tara. Doku.mentasi yang ualid dan leng!<ap atas konteks

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko akan meningkatkan konsistensi

penerapiln dan komparabilitas risiko di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tora-ja Utara. Dokumentasi atas kegiatan penetapan

konteks di Kabupaten Toraja Utara dilakukan antara lain terhadap

Piagam Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Kabupaten Toraja Utara.

Secara tr:knis tahapan penetapan konteks di Kabupaten Tor4ja Utara
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ini diclokumentasikan dalam Piagam Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko.

C. ldentifikas:r Risiko

1. Trrjuan

Identilil<asi Risiko pada tingkat Kabupaten bertujuan untuk
mendaltarkan semua Risiko Ku.nci yang berpotensi untuk
menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasar€rn

atau tul uan Kabupaten Toraja Utara. Risiko Kunci ada-lah risiko yang

sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian tujuan
organisilsi

2. PenanggSrng Jawab Pelaksanaan

Pada tirrgkat Kabupaten, identifikasi risiko dilakukan oleh Komite

Pelaksa.na yang da-lam pelaksanaannya melibatkan peran serta

aktif dari seluruh Perangkat Daerah, serta mempertimbang|<an

masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para

stakehot!.der. Hasil identifikasi risiko disampaikan kepada Komite

Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan.

3. Jadwal I)elak sanaan

Komite .Pelaksana melakukan identifikasi risiko tingkat Kabupaten

secara b erkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif

paling lambat pada minggu kel di awal periode rentang waktu

untuk dibahas dan ditetapkan. Hasil identifikasi risiko ditetapkan

oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu ke-ll di awal

periode r:entang waktu.

4. Langkah Proses

Identifikasi Risiko dilakukan dengan menggunakan suatu teknik
' tertentu yang sistematis untuk mendaftarkan semua Risiko Kunci

di Kabulraten Toraja Utara. Identifikasi risiko di tingkat Kabupaten

dilakukan dengan mendasarkan pada tuj uan atau sasaran yang

hendak dicapai di Kabupaten Toraja Utara. Tujuan atau sasaran

tersebut dapat diambil dan berasal dari rencana strategis, dan

sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya'

Pada tingkat Kabupaten, identifikasi risiko diarahkan untuk

mengide ntifrkasi semua Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara. Dalam

tahapan identifikasi risiko, Risiko Kunci didaftar dan dijabarkan ke

dalam tiga unsur utama, yalcri:

a. kejaclian yang merupakan risiko (euent);
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b. pen5,ebab kejadian yang merupakan risiko (root canse); dan
c. dampak negatif kejadian yang merupakan isiko (consequences).

Teknik rlalam identifikasi risiko yang dapat digunakan di tingkat
Kabupalen antara lain:

a. Analisis para pemangku kepentingan terkait
Denl;an mencermati harapan atau ekspektasi darr karakteristik,

serta. sifat hubungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dengan

para pemangku kepentingan, potensi-potensi risiko kunci dapat

diidentifikasi.

b. Anal.isis sasaran-sasaran strategis Kabupaten Toraja Utara

beril.ut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Targ:t dan ekspektasi, serta proses bisnis utama di tingkat

KabtLpaten Toraja Utara terkait dengan pencapaian sasarall

strat,:grs Kabupaten Toraja Utara dapat dijadikan sumber

dalam melakukan identifikasi risiko di Kabupaten

Toraj a Utara.

c. Berdasarkan kategori risiko

Sifat dan karakteristik dari setiap kategori risiko dapat dijadikan

sumber dalam melakukan identifikasi risiko di Kabupaten

Toraja Utara.

Langkah kerja dalam identifikasi risiko di Kabupaten

Toraja Utara adalah:

a. Ivlemahami sasaran strategis Kabupaten Toraja Utara berikut

dengan proses bisnis yang dijalankan.

Pemahaman atas sasaran-sasaran strategis berikut dengan

proses bisnis di Kabupaten Toraja Utara akan berguna

s,:bagai dasar (wadah) dalam hal penentuan risiko kunci.

Rumusan Risiko Kunci yang tepat, komprehensif, dan

nrenggambarkan kondisi yang sebenarnya dihasilkan dari

pemahaman yang baik atas sasaran dan proses bisnis tingkat

K abupaten Toraja Utara.

b. Ivlengidentifikasi kejadian yang merup akan isiko (euent)

y.ang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan

pencapaian sasaran strategis Kabupaten Toraja Utara.

X.ejadian yang merupakan risiko adalah penjabaran mengenai

suatu hal atau peristiwa yang dapat menghalangi pencapaian
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lujuan Kabupaten Tor4ja Utara, kejadian ini merupakan inti
<lari risiko.

c. iMengidentifikasi penyebab dari setiap kejadian risiko.
tietiap kejadian yang merupakan risiko memiliki penyebab

),ang dapat menjadi pemicu {trigger) bagi munculnya risiko

tersebut. Penyebab utama dan akar permasalahan (root canse)

clari setiap risiko harus diidentifikasi secara memadai

srehingga dapat mendukung upaya perumusan mitigasi risiko

)ang tepat. Penyebab risiko dapat berasal dari lingkungan

i:ntemal dan eksternal.

d. Ilengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang

rnerupakan risiko.

[)ampak negatif dari setiap kejadian yang merupakan risiko

perlu diidentifikasi guna melihat seberapa besar kerugian

(seueritg) yang dapat ditimbulkan oleh suatu risiko bagi

Xabupaten Toraja Utara. Upaya pengendalian bencana

(<lamage control). atas suatu risiko yang telah terjadi

akan berfokus pada dampak negatif yang ditimbulkan oleh

suatu risiko.

e. Nlendokumentasikan proses identifikasi risiko ke dalam Profil

Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara.

Keluaran (output) kegiatan

Keluar:ur sebagai hasil dari tahapan identifikasi risiko adalah

Profil lRisiko Kunci Kabupaten Toraja Utara )'ang antara lain

memuat penjabaran risiko berupa kejadian yang merupakan

isiko (euent), penyebab kejadian yang merupakan risiko, dan

dampal< negatif kejadian yang merupakan risiko. Komite Pelaksana

harus menginformasikan risiko-risiko Kunci Kabupaten

Toraja lJtara kepada seluruh Perangkat Daerah paling lambat pada

minggu ke-ll di awal periode rentang waktu sebagai dasar

pertimt)angan dalam menyusun Profil Risiko Kunci Perang!<at

Daerah. Selanjutnya, Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

diharap,kan merumuskan Risiko Kunci Perangkat Daerah yang

disesuaikan dengan Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara.

Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko penting guna

membangun sistem database Risiko yang terpadu dan andal

6
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di lingl<ungan Pemerintah Kabupaten Tora-ja Utara. Dokumentasi

yang ualid dan lengkap atas hasii identifikasi risiko yang tepat

akan menciptakan earlg uanning sysrer??.s yang baik dan

menin;,,katkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka

pengarnanan pencapaian tujuan atau sasaran Kabupaten

Toraja Utara. Dokumentasi atas kegiatan identifikasi. risiko

di Kabupaten Toraja Utara dilakukan antara lain terhadap Profil

Risiko Kunci Kabupaten Tora-la Utara yang mencakup informasi

sebagai berikut:

a. Kejarlian yang merupak an risiko (euent)

Berisi peristiwa atau hal yang berpotensi menghambat, menunda

atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran strategis

tingkat Kabupaten Tora-ja Utara.

b. Penyebab kejadian yang merupakan risiko

Beris,i hal-hal yang menjadi pemicu utama dan akar

perm.asalahan dari sedap risiko yang berpotensi muncul

di tir.gkat Kabupaten Toraja Utara.

c. Dampak negatif kejadian yang merupakan risiko

Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang

diderita oleh Kabupaten Tora-ja Utara apabila risiko tefadi
di mtrsa mendatang.

D. Analisis Risiko

1. Tujuan

Analisisr Risiko pada Kabupaten Toraja Utara bertujuan untuk

menget.rrhui leuel risiko di Kabupaten Toraja Utara dan menyajikan

peta risiko Kabupaten Toraja Utara.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Komite Pelaksana bertanggung jawab menyusun hasil analisis

risiko yrurg dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta yang aktif

dari seluruh Perangkat Daerah terkait dan mempertimbangkan

masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para

stakeholder, sedangkan Komite Eksekutif bertanggung jawab

membahas dan menetapkan hasil analisis risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan

Komite Pelaksana melakukan analisis risiko tingkat Kabupaten

secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif

paling lambat pada minggu ke-I di awal periode rentang waku untuk
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dibaha.s dan ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan hasil analisis

risiko paling lambat pada minggu ke-ll di awal periode rentang

waktu.

Langkrtr Proses

Analisis Risiko dilakukan dengan mengestimasikan leuel risiko

untuk suatu periode waktu (rentang waktu) tertentu. Ieuel Risiko

ditentukan dengan mengombinasikan hasil estimasi leuel

kemungkinan terjadinya suatu risiko dengan leuel dampak dari

suatu risiko. Estimasi leuel kemungkinan dan leuel dampak

terlebih dahulu memperlimbangkan efektivitas sistem

penger:dalian .yang ada dan memperhatikan faktor-faktor yang

berpengaruh terhadap risiko dalam rentang waktu ke depan.

.Leuel Flisiko merupakan kombinasi antara leuel kemungkinan dan

leuel dampak Penentuan leuel Risiko Kabupaten Tora-la Utara

beserta. dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks

analisirj risiko sebagaimana tabel II.1 di bawah ini.

Tabel It. 1. Matriks Analisis Risiko

Tingkatan lruel Risiko
Prioritas

Risiko
Besaran

Risiko
Warna

5 Sangat Tinggi

25

2 24

3 23

4 Tinggi

4 22

5 2l
6 20

7 19

8 18

J Sedang

9

10 16

11 15

t2 t4

13 13

t+ t2

15 11

16 10

l7 9
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1

Kebijal:an lima skala dipergunakan untuk menentukan leuel risiko
di Kabupaten Toraja Utara. Masing-masing komponen pembentuk

leuel risiko, yakni leuel kerrrurrgkinan dan leuel dampak

menggunakan 5 (lima) tingkatan (leuel) untuk merepresentasikan

derajat atau. tingkatan leuelnya, yaitu:

1. sangat tinggi;

2. tinggi;

3. sedang;

4. rendah; dan

5. sangat rendah.

Hasil kombinasi antara leuel kemungkirian dari leuel dampak telah

dirumu skan dalam matriks analisis risiko sebagaimana terdapat

pada teLbel II. i.
Langkah kerja dalam melakukan analisis risiko adalah:

a. merrentukan sistem pengendalian yang ada, disertai

dengan efektivitasnya Sistem pengendalian merupakan

perangkat yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau

Ieue{ risiko.

Sistem pengendalian yang efektif dapat mengurangi leuel

kemungkinan terjadinya risiko atau menurunkan leuel d,ampak

suatu risiko. Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan

melekat, reviu berjenj ang, regulasi, dan monitoring rutin atas

suatu kegiatan.

b. merrgestimasikan leuel kemungkinan risiko

Leu'el kemutgkinan terjadinya suatu risiko ditentukan dengan

mengestimasi nilai peluang ketedadian suatu risiko untuk

sahr periode rentang waktu ke depan. Estimasi nilai

18 8

19 7

20 6

2r 5

Rendah

22 4

23

24 )Sangat
Rendah

25 1
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kernungkinan suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan

efektivitas sistem pengendalian yang ada dan 161!agai faktor,

ata.u isu terkait dengan risiko tersebut. Selanjutnya leuel

kernungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai

estimasi kemungkinan risiko terhadap kriteria kemungkinan

risiko. Penentuan leuel kemungkinan terjadinya risiko

dikrkukan dengan mengacu pada kriteria kemungkinan untuk
tingkat Kabupaten Toraja Utara. Contoh kriteria kemungkinan

setragaimana terdapat pada tabel U.2.

Tabel II.2. Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko

LEVEL
KEMUNGKINAN

Kadang Tedadi
(3)

Sering Te{adi
(4)

Hampir Pasti
Tt:qiadi

(s)

a

a

Kemungkinan teg'adinya cukup sering
(di atas l0 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun)
Persentase kemungkinan te{adinya di
atas 10lo sd 2V/o dari volume transaksi
dalam I periode

Kemungkinan terjadinya sering (di atas
18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun)
Persentase kemungkinan teljadinya di
atas 2U/" s.d 50/o dari volume transaksi
dalam l periode

Kemungkinan teqjadinya sangat sering (di

atas 26 kali dalam 5 tahun)
' Persentase kemungkinan te{adinya lebih
dari 50plo dari volume transaksi dalam 1

periode

c Merrgestimasikan leu el dampak Risiko

Leuel dampak suatu risiko ditentukan dengan mengestimasi

nilai besaran dampak negatif suatu risiko untuk satu periode

renbang vuaktu ke depan. Estimasi nilai dampak suatu risiko

terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem

KRITERIA KEMUNGKINAN

Hampir Tidak
T,:{adi

(1)

Kemungkinan terjadinya sangat jarang
(kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)
Persentase kemungkinan te{adinya
kurang dari 5% dari volume transaksi
dalam 1 periode

a

a

Jaral:Lg Te{adi
{21

Kemungkinan tedadinya jarang (2 kali
s.d 1O kali dalam 5 tahun)
Persentase kemungkinan terjadinya 57o

s.d 10plo dari volume transaksi dalam 1

periode
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perlgendalian yang ada dan berbagai faktor, atau isu terkait
delrgan risiko tersebut. Selanjutnya leuel dampak risiko
ditentukan dengan membandiagkan nilai estimasi besaran

darnpat risiko terhadap kriteria dampak risiko. penen tuar. leuel

darnpak risiko dilakukan dengal mengacu pada i<riteria
darnpak risiko untuk tingkat Kabupaten Toraja Utara. Contoh
kriteria dampak risiko sebagaimana terdapat pada tabet II.3.

Tabel I I .3. Kriteria Dam k

Minor
12)

umlah
Kerugian
negara lebih
dari Rp 10

uta
s.c[ Rp50 Juta

umlah
ke.rugian
Negara lebih
dari Rp50
uta

s.d Rp100
uta

umlah
ke:ugian
Nqgara lebih
dari Rp 100
uta s.d

Rp5O0 Juta

u mlah
ke:ugian
nelgara letrih
dari Rp500

Le.uel
Dampak Penurunan

rcputasi

Penuruan
Kine4a

Galgguan
Terhadap
Layanan

O rganisasi

Tuntutan
Hukum

Tidak
Signifikan

(1)

Keluharr
Stakeholder
secara
langsung
li san / te rtu li s
ke organisasi
jurnlahnya
< 3 daiam
satu periode

Area Dam ak

u mlah

uta

Keru gian
Negara

Ke n:gian
negam < Rp 10

Pencapaian
ta.rget

kine{a >

lov/o

Pelayanan
tertunda
< t hari

Jurnlah
tuntutan
hukum <

5 kali
dalam satu
periode

Keluhan
Staketnlder
secara
langsung
lisan/tertulis
ke organisasi
jurnlahnya
lebih dari 3
dalam satu
periode

Pencapaiarr
target
kinerja
di atas 80/o
s.d 1O0/.

Pelayenar.l
tertunda
di atas t hari
s.d 5 ha-ri

Jurnla}t
tuntutan
hukum di
atas 5 kali
s.d 15 kali
dalam satu
periode

Moderat
(3)

Pemberitaan
negatif di
media
rnassa lokal

Pencapaian
Ta.rget
kine{a di
atas 5tP/o s.d
8G/o

Pelayanan
tertunda
di atas 5 hai
s.d 15 hari

Jumlah
tuntutan
hukum di
atas 15
kali s.d
30 kali
dalam
satu
periode

Signifikan
(4)

Pencapaian
ta.rget
kinerja
di atas 25%
s.d 5G./o

Pelayanan
tertunda di
atas 15 hari
s.d 30 ha.ri

Jumlah
tuntutan
hokum di
atas 30 kali
s.d 50 kali
dalam satu
periode

Sangat
Signifikan

(5)

Pembe ritaan
negative di
media massa
nasiona.l

Pemberitaan
negative di
media massa
intemasional

Pencapaian
ta,rget
kinerja
< 25-o/"

Pelayanan
tertunda
lebih dari 30
hari

Jumlah
tuntutan
hokum
lebih dari
50 kali
dalam satu
periode

ula
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d. Menentukan leuel risiko

Leuel isiko ditentukan dengan mengombinasikan leuel

kernungkinan risiko denga.n leuel dampak risiko dengan

menggunakan rllmusan dalam matriks analisis risiko

sebagaimana tertuang dalam tabel II. 1.

e. Menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Kabupaten

Toraja Utara.

Peta Risiko (risk map)merupakan gambaran kondisi risiko yang

me:ndeskripsikan posisi suatu risiko dalam sebuah bagan

(chzrt)berupa diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun
per- risiko atau per- kategori risiko sesuai kebutuhan.

Keluaran (otttput) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari kegiatan analisis risiko di tingkat

Kabupaten Tora,ja Utara adalah Profil Risiko Kunci Kabupaten

Toraja Utara. Prolil Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara terdiri

dari rincian risiko berikut dengan leuel nya dan peta risiko. Peta

Risiko merupakan deskripsi lokasi risiko dalam sebuah bagan

(cLnrt).

Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko penting guna

membangun sistem dalaZrase risiko yang terpadu dan andal di

lingkurLgan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Dokumentasi

yang ualid atas hasil analisis risiko yang tepat akan

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka

keamanran pencapaian tujuan atau sasaran Kabupaten

Toraja Utara. Dokumentasi atas kegiatan analisis risiko di

KabupeLten Toraja Utara dilakukan antara lain terhadap Profil

Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara yang mencakup informasi

sebagai berikut:

a. efektivitasnya

Merupakan uraian mengenai sistem pengendalial yang ada,

beserta penilaial terhadap efektivitasnya dalam mengendalikan

risiko.

b. Ieurl Risiko

Merupakan estimasi leuel risiko untuk satu periode rentang

waktu yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan

leuel kemungkinan dan leuel dampak.

c. Peta Risiko

6
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Merupakan deskripsi posisi risiko dalam sebuah bagan (chart).

Ser:ara teknis hasil kegiatan analisis risiko didokumentasikan
dal.am Formulir Profrl Risiko Kunci. Formulir tersebut antara
lairr berisi informasi mengenai uraian risiko berikut dengan

leuel nya dan peta risiko.

E. Evaluasi Risiko

1. 'It4-uar:L

Evalua.si Risiko di Kabupaten Toraja Utara bertujuan untuk
menentukan prioritas Risiko Kunci dan Risiko-Risiko Kunci yang

memerlukan penang€rnan lebih lanjut di Kabupaten Toraja Utara.

2. Penanligung Jawab Pelaksanaan

Komite Pelaksana bertanggung jawab menyusun hasil evaluasi

risiko, sedangkan Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas

dan mt:netapkan hasil evaluasi risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan

Komite Pelaksana melakukan evaluasi risiko.tingkat Kabupaten

Toraja Utara secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada

Komite Eksekutif paling lambat pada minggu ke-I di awal periode

rentanll walrtu untuk dibahas dan ditetapkan. Komite Eksekutif

meneta.pkan hasil evaluasi risiko paling lambat pada minggu ke-ll di

awal g:riode rentang wa-ktu.

4. I"angkah Proses

Evaluasi Risiko di Kabupaten Toraja Utara dilakukan dengan

memperhitungkan semua Risiko Kunci yang berada di Kabupaten

Toraja Utara. Di lingkup Kabupaten Toraja Utara, semua Risiko

Kunci. ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan

beberapa faktor yang relevan:

a. Menentukan signifikansi Risiko Kunci atau prioritas Risiko

Kunci dengan memperhatikan matriks analisis Risiko. Derajat

sigrrifikansi setiap Risiko Kunci ditunjukkan dengan nilai

prioritas Risiko.

Kep,utusan untuk menentukan prioritas risiko didasarkan pada

mal-riks analisis risiko sesuai tabel 11.1. Angka pada area leuel

risil<o menunjukkan posisi prioritas suatu risiko. Berdasarkan

mal.riks tersebut, dapat diketahui kelompok risiko dengan

prioritas nomor t hingga 25. Semakin kecil angka prioritasnya,

mal<a semakin penting prioritas risiko tersebut untuk

59



F

dilrerhatikan oleh organisasi. Apabila dalam satu kelompok

besaran risiko memiliki jumlah risiko lebih dari 1, maka

dilrerlukan pertimbangan tafibaharl oleh Komite

Pelaksana/ Komite Eksekutif untuk menentukan prioritas

risiko. Secara lebih rinci rumusan kaidah untuk prioritas risiko
dengan mendasarkan pada matriks tersebut adalah sebagai

be:rikut:

1| Pertimban gan Leuel Risiko;

2.t Pertimban gan Leuel Dampak;

3,, Pertimban gut Leuel Kernungkinan.; dan

4) Pertimbangan tambahan oleh Komite Pelaksana/ Komite

Eksekutif.

b. Menentukan Risiko-Risiko kunci yang memerlukan penanganan

lebih lanjut.

Apabila suatu Risiko Kunci memiliki leuet risiko yang berada

dalam area penerimaan risiko organisasi, maka atas Risiko

Ku:nci tersebut tidak perlu ditangani lebih lanjut atau tidak

diritigasi. Sementara, untuk Risiko Kunci denga.n leuel risiko

yar:Lg berada di luar area penerimaan risiko organisasi maka

risiko tersebut harus dimitigasi.

5. Keluarrm (auQut)kegiatan

Keluanrn sebagai hasil dari kegiatan evaluasi risiko di Kabupaten

Toraja Utara adalah Profil Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara.

Dalam Profrl Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara antara lain

dimuat informasi mengenai prioritas risiko berikut dengan

keputusan penanganannya.

6. Dokumentasi

Dokum.entasi atas kegiatan evaluasi risiko di Kabupaten

Tora-ja Utara dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci

Kabup:rten Toraja Utara yang mencakup informasi sebagai berikut:

a. Pric'ritas Risiko; dan

b. Keputusan penanganan Risiko.

Mitigasi Risil<o

1. Tujuan

Penanganan Risiko (mitigasi risiko) di Kabupaten Toraja Utara

ditujukan untuk menuru nkan leuel risiko Kabupaten Toraja Utara

hingga berada pada area penerimaan risiko, sesuai dengan selera

risiko y,ang telah ditetapkan.
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2 Penanlggung Jawab Pelaksanaan

Komite Pelaksana bertanggung jawab:

a. men5rusun rencana mitigasi risiko di tingkat Kabupaten,

yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta aktif dari

seluruh Perangkat Daerah terkait dan mempertimbangkan

masukan dari masing-masing Perangkat Daerah dan para

stakeholde4

b. kernudian menyampaikan rencana mitigasi risiko kepada

Kornite Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan;

c. lalu menyampaikan renc€ula mitigasi risiko Kabupaten

Toraja Utara yang sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif

keprada seluruh Perangkat Daerah yang terkait; dan

d. me:mantau pelaksanaan mitigasi risiko tingkat Kabupaten

Toraja Utara.

Komite Eksekutif bertanggung jawab membahas dan menetapkan

rencania mitigasi risiko di Kabupaten Toraja Utara yairg akan

dr.lalan.kan sepanjang periode rentang waktu.

Sedangftan, PIC (Person in Clnrgel atas kegiatan mitigasi risiko

bertanl;gung jawab menjalankan kegiatan mitigasi risiko

di Kat,upaten Toraja Utara sesuai dengan batas kendali dan

kewenangannya.

Jadwal Pelaksanaan

a. Penyusunan rencana mitigasi risiko

Koraite Pelaksana menyusun rencana mitigasi risiko tingkat

Katrupaten Toraja Utara secara berkala dan hasilnya

disampaikan kepada Komite Eksekutif paling lambat pada

mir ggu ke-l di awal periode rentang waktu untuk dibahas

dan ditetapkan. Komite Eksekutif menetapkan rencana mitigasi

risil<o tingkat Kabupaten Toraja Utara paling lambat pada

min ggu ke-ll di awal periode rentang waktu. Mitigasi risiko

Katrupaten Torqja Utara yang sudah ditetapkan oleh Komite

Eksekutif tersebut selanjutnya disampaikan oleh Komite

PeleLksana kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait dan

ditembuskan kepada Compliance Offce for Rbk Management

paling lambat pada minggu ke-ll di awal periode rentang waktu.

Wal<tu ideal bagi penyusunan rencana mitigasi risiko tingkat

KaL,upaten Toraja Utara adalah dilakukan secara bersamaan

dan diselaraskan dengan proses pengajuan Rencana Kerja

3
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dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Komite Anggaran

Kirrerja Berbasis Risiko Kabupaten Toraja Utara harus
rnr:ngr.lpayakan penyusunan renca-na mitigasi tersebut sesuai

de.ngan waktu yang ideal. Rencana mitigasi tersebut

ditetapkan setelah Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Pe:.'angkat Daerah disahkan, rencana mitigasi tersebut harus

dapat dijadikan sumber yang andal untuk rerrisi RKA dan

DPA Perangkat Daerah.

b. Pelaksanaan Mitigasi Risiko

Re:ecana rnitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh Komite

Eksekutif harus dijalankan oleh pihak yang bertanggung
jau'ab dan melaksanakannya sesuai dengan jadwal

imlrlementasi bagi masing-masing rencana mitigasi risiko.

Pelaksanaan rencana mitigasi risiko tersebut dilakukan
sep anjang periode rentang waktu.

Langkerh Proses

Rencarra mitigasi risiko yang disusun oleh Komite Pelaksana

harus memperhatikan sumber daya dan kewenangan yang

dimiliki. Mitigasi Risiko yang membutuhkan pelaksanaan bersifat

teknis dapat diturunkan atau didelegasikan kepada unit
di bawahnya yang terkait. Dengan demikian, mitigasi risiko yang

disusu n di tingkat Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan oleh

Komite Pelaksana, Perangkat Daerah terkait dan unit keq'a

di bawrrhnya yang terkait.

Langkah kerja penanganan risiko di tingkat Kabupaten

Toraja Utara mencakup:

a. Menentukan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan opsi

penanganan risiko yang akan dijalankan dilakukan setelah

mernpertimbangkan alternatif opsi mitigasi risiko yang

tersedia. Penentuan opsi mitigasi risiko harus

metnpertimbangkan berbagai faktor antara lain kondisi risiko,

sunrber daya organisasi, dan kemungkinan bag

pele Lksanaannya. Opsi mitigasi yang mungkin dilakukan

meliputi:

1) mengurangi kemungkinan terjadinya risiko;

2) menurunkan dampak suatu risiko;

3) membagi atau mengalihka risiko;

4) rnenerima risiko; dan
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5) menghindari risiko.

b. Menyusun rencana mitigasi risiko

Kornite Pelaksana merancang rbncana mitigasi risiko berupa

sa.tu atau beberapa kegiatan/tindakan untuk menangani

Risiko-Risiko Kunci di tingkat Kabupaten Tora-ja Utara.

Rc:ncana mitigasi risiko harus memuat:

1) mincian kegiatan secara jelas dan spesilik;

2) ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi risiko;

3) jadwai pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi risiko; dan

4) personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan

mitigasi risiko. Komite Eksekutif dapat menurunkan atau

mendelegasikan beberapa langkah mitigasi risiko kepada

Perangkat Daerah dan unit ke{a di bawahnya yang terkait.

c. Me netapkan target penurunan leuel risiko rencana mitigasi

ris:iko.

d. Menjalankan setiap rencana mitigasi risiko.

e. Perranggung jawab kegiatan mitigasi risiko, baik secara

bersama-sama maupun mandiri, harus menjalankan setiap

kegiatan atau tindakan mitigasi risiko sesuai dengan jadwal

pel,aksanaan yang telah disusun.

Kornitmen yang kuat dari semua pihak terkait harus dibangun

darr pemantauan atas pelaksanaan setiap mitigasi risiko

tingkat Kabupaten Toraja Utara harus dilakukan oleh Komite

Pelaksana.

f. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi risiko yang

telah dijalankan.

Keluara.n (ou@ut) Kegiatan

Keluarirn sebagai hasil dari tahapan mitigasi risiko adalah

Laporan Mitigasi Risiko Kunci yang antara lain memuat opsi

mitigasi risiko, serta rencana dan realisasi mitigasi risiko.

Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan mitigasi risiko penting guna

membangun sistem daJabase risiko yang terpadu dan andal

di tingkat Kabupaten Tora-ja Utara. Dokumentasi yang ualid

dan lerrgkap atas rencana dan realisasi mitigasi risiko akan

membe::i jaminan yang memadai bahwa organisasi senantiasa

berada pada tingkatan yang aman dari setiap risiko. Dokumentasi

atas tahapan initigasi risiko dilakukan antara lain terhadap
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Lapor:m Mitigasi Risiko Kunci yang mencakup informasi sebagai

berikut:

a) Informasi mengenai opsi mitigasi.risiko yang digunakan;

b) Rerrcana mitigasi risikol dan

c) Realisasi mitigasi risiko yang telah dijatankan.

G. Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

1. Tujuarr

Pemantauan dan reviu di tingkat Kabupaten Toraja Utara

ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dalam

Proses Anggaran l(nerja Berbasis Risiko di tingkat Kabupaten

Tor4ja Utara telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka

dal parameter yang telah ditetapkan.

2. Penanlgung Jawab Pelaksanaan

Komite Pelaksana bertanggung jawab untuk menjalankan

peman tauan dan reviu Proses Anggaran Kine4'a Berbasis Risiko

di tingl<at Kabupaten Toraja Utara.

3. Jadwal Pelaksanaan

Komite Pelaksana melakukan reviu atas Piagam Anggaran

Kinerja Berbasis Risiko, Profil Risiko Kunci, dan rencana mitigasi

risiko rsebagai bagian dari pelaksanaan nsk assessment sebelum

atau cli awal periode rentang waktu. Pemantauan atas

pelaksanaan rencana mitigasi risiko, kondisi risiko, dan konteks

Anggar,an Kineda Berbasis Risiko dilakukan secara terus-menerus

oleh l(omite Pelaksana. Secara berkala, Komite Pelaksana

menyarnpaikan hasil pernantauan dan reviu Proses Anggaran

Kineq'a Berbasis Risiko kepada Komite Eksekutif melalui Laporan

Mitigasi Risiko Kunci, serta Pemantauan dan Reviu Proses

Anggarim Kinerja Berbasis Risiko. Pemantauan berkala dilakukan

setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Komite Pelaksana terhadap

realisarii mitigasi Risiko sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV

dalam periode rentang waktu, dan hasilnya disampaikan kepada

Komite Eksekutif paling lambat pada minggu ke-I setelah triwulan

tersebu.t berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci.

Sedanekan, reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi

risiko yang telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh

Komite Pelaksana, dan hasilnya disampaikan kepada Komite

EksekuLtif paling lambat pada minggu ke-l setelah semester
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tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan Reviu Proses

Angga:ran Kine4'a Berbasis Risiko.

Langkrh Proses

Kegiatan pemantauan dan reviu Proses Anggaran Kine{a Berbasis

Risiko di tingkat Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan dengan:

a. Pel.aksanaan risk assessmenl

Ko mite Pelaksana memastikan bahwa kegiatan penetapan

korrteks, identilikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan

perlyusunan rencana mitigasi risiko telah berjalan dengan

baik. Selain itu, Komite Pelaksana memastikan bahwa Piagam

Anlrgaran kinerja berbasis risiko, Pro{il Risiko Kunci, dan

rencana mitigasi risiko telah disusun secara memadai.

b. Pernantauan terus-men erus (ongoing monitoring)

Kornite Pelaksana secara terus-menerus melakukan
pernantauan atas seluruh faktor-faktor yang memengaruhi

risiko dan kondisi lingkungan penerapan Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko. Perubahan yang secara signifikan

memengaruhi proses bisnis organisasi dan Proses Anggaran

Kirerja Berbasis Risiko, perlu diwaspadai dan dicermati untuk
memastikan bahwa Profil Risiko Kunci Kabupaten

Toraja Utara tetap relevan dan mitigasi risiko yang dijalankan

te&rp efektif untuk mendukung pencapaian tuj uan

Kabupaten Toraja Utara.

c. Peraantauan dan reviu berkala

Per:aantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali

oleh Komite Pelaksana terhadap realisasi mitigasi risiko

san:rpai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode rentang

walctu, dan hasilnya disampaikan kepada Komite Eksekutif

pal.ing lambat pada minggu ke-l setelah triwulan tersebut

berakhir melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci.

Seclangkan reviu berkala untuk rhenilai efektivitas mitigasi

risiko yang telah dijalankan, dilakukan setiap semester oleh

Kornite Pelaksana dan hasilnya disampaikal kepada Komite

Eksekutif paling lambat pada minggu ke-I setelah semester

tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan Reviu

Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko untuk dibahas dan

ditetapkan.
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d. Perrilaian Tingkat Kematangan Penerapan Anggaran Kinerja
Berbasis Risiko

' Insipektorat Kabupaten Toraja Utara sebagai auditor internal

dapat melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan

An ggaran Kineqja Berbasis Risiko. Hasil penilaian ini dapat

digunakan oleh Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

Kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan dan

mengembangkan Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di

tin,gkat Kabupaten Toraja Utara.

e. Au,lit atas Proses Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko

Inspektorat Kabupaten Toraja Utara sebagai auditor internal

da1>at melaksanakan audit atas Proses Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat

Kal:upaten Toraja Utara sebagai hasil audit atas Proses

Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko dapat digunakan oleh Komite

Anl#aran kineda berbasis risiko Kabupaten Tora,ja Utara

unl-uk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan tata

kel,rla Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dan keluaran

(outpu! atas penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

di tingkungan Pemerintah Kabupaten Tora-ia Utara.

f. Fokus pemantauan dan reviu atas Proses Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko di tingkat Kabupaten Toraja Utara dilakukan

terhadap:

1) Lingkungan penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

di tingkat Kabupaten Toraja Utara

Perubahan kondisi lingkungan penerapan Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko perlu diperhatikan oleh Komite Pelaksana

untuk memastikan bahwa Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

tetap be{alan dengan baik. Perubahan tersebut dapat

berasal dan berada di internal maupun eksternal

Kabupaten Toraja Utara.

2l Kondisi Profil Risiko Kunci Kabupaten Torqia Utara

Adanya risiko baru atau adanya risiko yang harus

dihilangkan sehubungan dengan berubahnya tujuan

organisasi perlu menjadi fokus pemantauan oleh Komite

Pelaksana. Validitas leuel risiko juga perlu senantiasa

dipantau.

3) Mitigasi Risiko
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Pelaksanaan mitigasi risiko beserta dengan efektivitasnya

harus menjadi fokus pemantauan Komite Pelaksana. Hal

ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa rencana

mitigasi risiko yang telah disusun benar-benar dijalankan

di tingkat Kabupaten Toraja Utara, Perangkat Daerah dan

unit kerja di bawahnya. Reviu atas efektivitas mitigasi

risiko dimaksudkan sebagai mekanisme umpan balik bagi

perbaikan dan pengembangan Proses Anggaran Kinerja

Berbasis Risikodi tingkat Kabupaten Toraja Utara.

5. Keluaran (au@ut)kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan pernantauan dan reviu Proses

Anggaran Kineda Berbasis Risiko adalah Laporan Mitigasi Risiko

Kunci, serta Pemantauan dan Reviu atas Proses Anggaran Kineqja

Bertrasis Risiko yang memuat informasi mengenai realisasi mitigasi

risiko, keberhasilan menurunkan leuel risiko, dan gambaran tren

risiko.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan pernantauan dan reviu Proses

Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko penting guna menyediakan

infonnasi yang akurat bagi pengembangan Proses Anggaran

Kinerja Berbasis Risiko di tingkat Kabupaten Toraja Utara.

Doku mentasi atas kegiatan ini dilakukan antara lain terhadap:

a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci;

b. Letporan Pemantauan dan Rerriu Proses Anggaran kine4'a

be,rbasis risiko;

c. La.poran Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko; dan

d. Laporan Hasil Audit Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko.

Pelaporan Anggaran Kine{a Berbasis Risiko

Pelaporan ,{nggaran Kine{a Berbasis Risiko merupakan upaya untuk
menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan risiko kepada para

pemangku kepentingan. Pelaporan ini berguna sebagai bahan
pertimbangrn dan data pendukung dalam pengambilan keputusan

atau menentukan tindakan yang terbaik. Dengan demikian, pelaporan

Kineqja Berbasis Risiko penting artinya untuk menggambarkan

proses yang telah dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi
pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan ini juga berfungsi sebagai
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umpan balik bagi pengembangan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

di tingkat llabupaten Tor4la Utara.

Pelaporan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di tingkat Kabupaten

Toraja Utara dilakukan oleh Komite Pelaksana dan Komite Eksekutif

meliputi:

1. LaporeLn Profil Risiko Kunci Kabupaten Tomja Utara

a. Profil Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara merupakan

ku:inpulan Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara yang disusun

dengan mempertimbangkan masukan dari masing-masing

Perangkat Daerah dan para stakeholder.

b. Laporan Profil Risiko Kunci Kabupaten Tora-ja Utara disusun

darr disampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Komite

Eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan paling lambat pada

mirrggu ke-I di awal periode rentang waktu.

c. Latrroran Profil Risiko Kunci Kabupaten Tora-ia Utara ditetapkan

oleh Komite Eksekutif paling lambat pada minggu ke-II di awal

periode rentang waktu.

d. Kornite Pelaksana menyampaikan l,aporan Profil Risiko Kunci

Kabupaten Tor4ia Utara yang sudah ditetapkan oleh Komite

Eksrekutif kepada Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko dan

dite'mbuskan kepada Compliance Offue for Risk Management

paling lambat pada minggu ke-ll di awal periode rentang unkfii

sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Profil Risiko

Kurrci Perangkat Daerah.

2. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara

a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara

mernuat informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi,

renoana mitigasi, dan realisasi mitigasi risiko yang telah

dijalankan.

b. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara dibuat

oletr Komite Pelaksana dengan memperlimbangkan masukan

dar:. masing-masing Perangkat Daerah dan para stakeholder,

kenrudian disampaikan kepada Komite Eksekutif.

c. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara yang

berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan

ren(lana mitigasinya, disusun oleh Kornite Pelaksana dan
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dirsampaikan paling lambat pada minggu ke-I di awal periode

rerltang waktu kepada Komite Eksekutif untuk dibahas

dan ditetapkan. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten

Toraja Utara tersebut ditetapkan oleh Komite Eksekutif paling

larnbat pada minggu ke-II di awal periode rentang waktu.

. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara yang

suCah ditetapkan oleh Komite Eksekutif tersebut selanjutnya

disrampaikan oleh Komite Pelaksana kepada Komite Anggaran

Ktte{a Berbasis Risiko Perangkat Daerah dan ditembuskan

kelrada Complionce Ofice for Ri.sk Management pal;rng lambat

pa(la minggu ke-ll di awal periode rentallg waktu.

d. Lalroran Mitigasi Risiko Kunci Kabupaten Toraja Utara yang

berisikan infonnasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi,

ren.cana, dan realisasi mitigasi sampai dengan triwulan I, II,
III, dan IV dalam periode rentang waktu, disusun, ditetapkan,

darr disampaikan oleh Komite Pelaksana secara triwulanan

kepada Komite Eksekutif dan ditembuskan kepada

Cortpliance OfJice for Risk Monagement paling lambat pada

minggu ke-l setelah triwulan tersebut berakhir.

Laporan Pernantauan dan Reviu Proses Anggaran Kineq'a Berbasis

Risiko .Kabupaten Toraja Utara.

a. lap,oran Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran kinerja

berbasis risiko Kabupaten Toraja Utara disusun oleh Komite

Pelerl<sana berdasarkan hasil pemantauan dan reviu atas

efel:tivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci, dan disampaikan

kepada Komite Eksekutif setiap semester paling lambat pada

min ggu ke-I setelah semester tersebut berakhir untuk dibahas

dan ditetapkan.

b. Iaporan Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran Kinerja

Ber casis Risiko Kabupaten Toraja Utara ditetapkan oleh Komite

Eksekutif paling lambat pada *i.gg'., ke-ll setelah semester

tersebut berakhir. t aporan Pemantauan dan Reviu Proses

Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Kabupaten Tor4ja Utara yang

sudah ditetapkan oleh Komite Eksekutif tersebut, selanjutnya

disa.mpaikan oleh Komite Pelaksana kepada Komite Anggaran

Kinr:qja Berbasis Risiko Perangkat Daerah dan ditembuskan

69



4

kepada Compliance Office for Risk Management pahng lambat
pada minggu ke-II setelah semester tersebut berakhir.

Laporal Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Insidental
a. Lalrcran Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Insidental disusun

olel:r Komite Pelaksana dan ditqiukan kepada Bupati
Toraja Utara.

b. Penyusunan Laporan Anggaran Kine4'a Berbasis Risiko Insidental

antara lain didasari oleh:

1) apabila tedadi kondisi abnormal: maka Komite Eksekutif

berfungsi untuk .memberikan masukan mengenai rencana

kontinjensi kepada Bupati Torqja Utara.

2) apabila ada permintaan dari Bupati Toraja Utara berkenaan

dengan pengambilan suatu keputusan atau kebijakan

tertentu: maka Komite Eksekutif berfungsi untuk
memberikan masukan/rekomendasi berdasarkan suatu

analisis yang obj ektif.

c. BerLtuk dan isi laporan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

Insidental disesuaikan dengan sifat dan kondisi yang

melatarbelakangi munculnya laporan ini.

BAB III

PELAI:SANAAN ANGGARAN KINERJA BERBASIS RISIKO
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Komunikasi dan Konstltasr

Perang|<at f)aerah di ling!<ungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara,

sebagai set,uah unit yang menerapkan Anggaran kineqja berbasis

risiko, melarksanakan tahapan komunikasi dan konsultasi. Tahap

komunikasi dan konsultasi dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Komunikasi dan konsultasi di ting|<at Perangkat Daerah kepada para

pemalgku t.epentingan dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan

prioritas dalam rangka menjalankan'Proses Anggaran Kineda Berbasis

Risiko. Pem:tng!<u kepentingan adalah orang atau organisasi yang akan

memengaru.hi, dipengaruhi oleh, atau mempersepsikan diri mereka

sendiri yan.g akan tepengaruh oleh keptutusan dan/atau aktivitas

Perangkat I)aerah. Komunikasi dan konsultasi dilakukan terhadap

para pemangku kepentingan ekstemal dan internal. Pemangku

kepentingan eksternal bagi Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

A

70



di tingkat 1)erangkat Daerah Antara lain Bupati Toraja Utara, Kepala

Perangkat Daerah yang terkait, Kementerian f Lembaga, organisasi

kemasyaral<atan, dan masyarakat umum yang dilayani. Sedangkan,

pemangku kepentingal internal bagi Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

tingkat Pemngkat Daerah adalah seluruh unit kerja di bawah Perangkat

Daerah dan seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Komunikasi dan konsultasi sangat penting dilakukan di setiap tahap

Proses Anllgaran Kinerja Berbasis Risiko. Mekanisme pelaporan

di tingkat Perangkat Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu

metode berkomunikasi dan meminta masukan kepada para

pemangku kepentingan, dengan maksud sebagai berikut:

1. Tujuar
Komunikasi dan konsultasi di tingkat Perangkat Daerah

bertujuLan untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi yang

relevan terkait dengan penerapan Anggaran Kine{a Berbasis Risiko

pada Perangkat Daerah, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat

menjahnkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing denga.n

baik.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Di tingkat Perangkat Daerah, komunikasi dan konsultasi

dilakul:an oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melibatkan

selurutL unit ke4'a dibawahnya dalam ruang ling|<up

masing- masing dan berhutrungan dengan Komite Anggaran

Kineqja Berbasis Risiko.

3. Jadwal Pelaksanaan

Perangl<at Daerah melakukan komunikasi dan konsultasi di

sepanjang periode penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko,

selaras dengan tahapan Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

dan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangt<a penerapan

Anggaftrn Kinerja Berbasis Risiko.

4. Langkah Proses

Komun.ikasi dan konsultasi pada ting|<at Perangkat Daerah

dilakukan dengan menggunakan beberapa mekanisme. Mekanisme

dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan konsultasi tersebut

dilakukan dengan:

a. pelal<sanaan risk assessment di tingkat Perangkat Daerah;
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b. pelaksanaan rapat berkala Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

Perangkat Daerah; dan

c. pelaksanaan rapat insidental Anggaran Kine{a Berbasis Risiko

Perang|<at Daerah.

Komurrikasi dan konsultasi Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

pada dasamya tidak hanya terbatas pada 3 (tiga) pendekatan

tersebut, tetapi dapat dilakukan sepanjang diperlukan dengan

berbagai macam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan

kondisi masing-masing Perangkat Daerah. Sekretariat Anggaran

I(ne{a Berbasis Risiko Perangkat Daerah dapat dibentuk untuk
memfarsilitasi dan mengorganisasikan pelaksana.an komunikasi

dan konsultasi di tingkat Perangkat Daerah.

a. Pelaksanaan risk a.ssessment

Risk assessment merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi

risiko, menentukan leuel risiko dan menetapkan prioritas

risiko. Rrlsk assess ment terdiri dari kegiatan identifikasi,

an€lisis, dan evaluasi risiko. Pada tingkat Perangkat Daerah,

ris*: assessmenf dimaksudkan untuk menyusun Profil Risiko

Kunci Perangkat Daerah. Rtsk assessment dilakukan oleh

Perrengkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Komite

Anggaran Kine4'a Berbasis Risiko, serta ditembuskan kepada

Unit Kepatuhan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko (Complionce

Officefor Risk Managementl paling lambat pada minggu ke-lV di

awz.l periode fentang waktu.

b. Rentang waktu merupakan masa berlakunya dokumen

Anggaran Kine{a Berbasis Risiko dan menunjukkan jangka

wal.tu yang digunakan untuk mengestimasikan leuel tisiko,

serta menjalankan penanganan atau mitigasi risiko.

c. Pelerksanaan Rapat Berkala Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

Perangkat Daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme

konrunikasi dan konsultasi. Ketentuan pelaksanaan rapat

berl<ala Anggaran kinerja berbasis risiko Perangkat Daerah

adalah:

1) Rapat berkala dilaksanakan secara triwulanan, yalni pada

bulan Januari, April, Juli dan Oktober;

2) Rapat berkala dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Perangkat

.Daerah; dan
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3) Rapat harus dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja
setingkat di bawah kepala Perangkat Daerah.

Da.lam rapat ini, pejabat/ pegawai Perangkat Daerah

melakukan komunikasi dan konsultasi atas berbagai ha_l

terkait dengan penerapan Anggaran Kine{a Berbasis Risiko

sesuai ruang lingkupnya, seperti penlrusunan Profil Risiko

Kunci, rencana mitigasi, dan pemantauan Profil Risiko Kunci,

beserta dengan mitigasinya.

d. Pelaksanaan Rapat Insidental Anggaran Kinerja Berbasis

Risdko Perangkat Daerah.

Dalam hal terdapat permintaan dari Kepala Perangkat Daerah

ata.u hal-hal lainnya yang bersifat mendesak, Kepala

Perangkat Daerah dapat melakukan rapat insidental yang

waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Keluaran (rutput) kegiatan

Keluar,an sebagai hasil dari pelaksanaan komunikasi dan

konsultasi adal,ah berupa notulensi hasil rapat dan keputusan

Kepala Perangkat Daerah.

Dokurnentasi

Dokunrentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi ditujukan

untuk merekam keputusan, kesepakatan dan kebijal<an yang

dihasill<an dari pelaksanaan rapat atau pertemuan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan

komunikasi dan konsultasi di tingkat Perangkat Daerah

dilakulan antara lain terhadap notulensi hasil rapat dan

keputusan Kepala Perangkat Daerah.

B. Penetapa.n lionteks

1. Tujuan

Penetapan konteks di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk

mengidentilikasi dan menetapkan kerangka acuan, serta

parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam

penerapan Anggaran Kineqia Berbasis Risiko di tingkat Perangkat

Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Di tingl<at Perangkat Daerah, penyusunan dan penetapan konteks

dilakuk.an oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan melibatkan

peran serta aktif dari seluruh unit kerja di bawahnya.
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a Jadwal Pelaksanaan

Kepa.a perangkat Daerah menyusun, menetapkan dan

rnenyampaikan penetapan konteks Anggapn Kinerja Berbasis Risiko

tingkat Perang!<at Daerah kepada Komite Anggaran kine{a

berbasis risiko, serta ditembuskan kepada Compliance Ofice for
Risk )Wanagement paling lambat pada minggu ke-IV di awal periode

rentarlg waktu. Konteks yang telah ditetapkan harus ditinjau

kemb,ali secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan nsk

assessment tinglat Perang!<at Daerah. Dalam hal te{adi
perubahan organisasi pada periode berjalan, Kepala Perangkat

Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan konteks Anggaran

Kine{,a Berbasis Risiko di unitnya masing-masing melalui

mekarrisme pemantauan risiko.

Langk.ah Proses

Penetirpan konteks di tingkat Perangkat Daerah dilakukan untuk

mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan, serta

pararrreter dasar di tingkat Perangkat Daerah. Kerangka acuan

dan parameter dasar tersebut mencatup antara lain:

tujuarr/sasaran Perangkat Daerah, lingkup penerapan, periode

rentarrg waktu, keluaran (output), struktur Anggaran Kinerja

Berbar;is Risiko, pemangku kepentingan, kriteria risiko, matriks

analis::s risiko untuk menentukan leuel risiko dan prioritas

risiko, serta selera risiko. Dengan demikian, konteks di tingkat

Ferangkat Daerah akan menjb.di dasar dan batasan pengelolaan

risiko di setiap Perangkat Daerah pada lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tora-ja Utara.

Kontek:s penerapan Anggaran Kine{a Berbasis Risiko di tingkat

Perangkat Daerah diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis

tingkat Perangkat Daerah. Sasaran strategis tersebut merupakan

represt:ntasi dari tujuan organisasi yang dijabarkan dalam rencana

strategis, dan sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen

resmi ,.ainnya. Dengan demikian, siklus Proses Anggaran Kinerja

BerbasLs Risiko harus sejalan dengan proses penilaian kinerja dan

pencapaian sasaran stategis. Langkah ke{a dalam penetapan

kontekrs di tingkat Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. menentukan tujuan atau sasaran tingkat Perangkat Daerah

Tujuan atau sasaran Perangkat Daerah menjadi dasar atau

pondasi untuk penerapan Anggaran kineda berbasis risiko.

4
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Upilya untuk mengamankan ketercapaian tujuan Perangkat

Daerah menjadi alasan penerapan Anggaran Kineda Berbasis

Ris.ko di tingkat Perangkat Daerah.

b. Merrentukan parameter penerapan Anggaran Kinerja Berbasis

risil<o.

Par:ameter penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko yang

peri:u ditetepkan dalam konteks ini adalah:

1) Ruang lingkup penerapan Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko;

2) Periode rentang waktu; dan

3) Keluaran (ou@ut) Proses Angsaran Kinela Berbasis Risiko

yang dijalankan.

c. Mellentukan struktur Anggaran Kinerja Berbasis Risiko tingkat
Penalgkat Daerah

Dalam rangka pengendalian terhadap penerapan Anggaran

Kine{a Berbasis Risiko pada tingkat Perangkat Daerah, Kepala

Perreng[at Daerah dapat membentuk struktur Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko tingkat Perangkat Daerah.

d. Merrentukan pemang!<u kepentingan (stakeholders) yang

terl,ait dengan Perangkat Daerah masing-masing.

Para pemangku kepentingan, baik internal maupun ekstemal

perllu ditentukan dengan tepat untuk menjamin suksesnya

peiaksanaan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di tingkat

Per,angkat Daerah.

e. Menetapkan kriteria risiko

Kri1eria Risiko yang menjadi standar acuan bagi penentuan

leu<,.I kemungkinan dan leuel dampak perlu dirumuskan dan

ditr:tapkan. Kriteria Risiko untuk tingkat Perangkat Daerah

merlgacu pada kriteria risiko yang telah ditetapkan oleh Komite

Ekrrckutif.

f. Mereetapkan matriks analisis risiko untuk menentukan leuel

risi <o dan prioritas risiko.

Matriks analisis risiko untuk menentukan leuel risiko dan

prioritas risiko perlu dirumuskan dan ditetapkan. Matriks

anedisis risiko mengacu pada rumusan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bupati ini.

g. Me:netapkan selera risiko
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S,elera Risiko yang menjadi batasan penerimaan suatu risiko

p,:r1u dirumuskan dan ditetapkan, sehingga jelas atas risiko

rn.ana yang perlu dimitigasi dan risiko mana yang tidak perlu

dimitigasi. Selera Risiko harus mengacu pada selera risiko

yeLng ditetapkan di tingkat Kabupaten Toraja Utara oleh

Komite Eksekutif.

h. Mendokumentasikan hasil penetapan konteks ke dalam suatu

Piagam Anggaran Kinerja Berbasis Risiko /risk management

charte r) Perangkat Daerah.

5. Keluaran (orttput)kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan penetapan konteks adalah

Piaga:n Anggaran kinerja berbasis risiko (Ri.sk Management

Ctnrhzfi Perangkat Daerah.

6. Dokurnentasi

Dokurnentasi atas kegiatan penetapan konteks penting untuk

menjelaskan parameter dan batasan penerapan Anggaran Kinefa

Berba,sis Risiko yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Dokurnentasi yang uolid" dan lengkap atas konteks Anggaran

Kinerja Berbasis Risiko akan meningkatkan konsistensi penerapan

dan l<omparabilitas risiko di lingkungan Perangkat Daerah.

Dokurnentasi atas kegiatan penetapan konteks di tingkat Perangkat

Daerah dilakukan antara iain terhadap Piagam Anggaran Kineq'a

Berbariis Risiko Perangkat Daerah.

Identifikasi Risiko

1. Tujuarr

Identifikasi Risiko di tingkat Perang|<at Daerah bertujuan untuk

mendaftarkan semua Risiko Kunci yang berpotensi untuk

menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran

atau lljuan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Risiko Kunci adalah risiko

yang sangat penting untuk dikelola bagi keberhasilan pencapaian

tujuan orga.nisasi.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pada tjngkat Perangkat Daerah, identifrkasi risiko dilakukan oleh

Kepala Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan

peran srerta aktif dari seluruh unit kerja yang berada di bawahnya,

serta mempertimbangkan masukan dari masing-masing
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pejabat/pegawai Perangkat Daerah dan para stakeholder. Setiap

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas risiko berikut
dengaa langkah mitigasinya dalam lingkup kewenangan yang

dimilikinya. Setiap unit kerja di bawah Kepala Perangkat Daerah

bertan ggung jawab atas risiko, beserta dengan langkah mitigasinya

dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya.

Jadwal Pelaksanaan
Kepala. Perangkat Daerah melakukan identifikasi risiko tingkat
Peranglkat Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil

identifikasi risiko tersebut.disampaikan kepada Komite Anggaran

KinerjzL Berbasis Risiko dan ditembuskan kepada Compliance Ofice

for Rktk Management paling lambat pada minggu ke-IV di awal

periodr: rentang waktu. Identifikasi risiko dapat dilakukan

bersanraan dengan pelaksanaan Rapat Berka-la atau Rapat

Insiderrtal Anggaran Kinerja Berbasis Risiko Perangkat Daerah.

Dalam hal terdapat perubahan pada periode bedalan, Kepala

Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan risiko

Perangkat Daerah melalui mekanisme pemantauan risiko.

Lang!<all Proses

Identifikasi Risiko dilakukan dengan menggunakan suatu teknik

tertentu yang sistematis untuk mendata semua zusiko Kunci

di tingfut Perangkat Daerah. Identifikasi Risiko di tingkat

Perangl<at Daerah dilakukan dengaa mendasarkan pada tujuan

atau s€rsarar yang hendak dicapai oleh setiap Perangkat Daerah.

T[juan atau sasaran tersebut dapat diambil dan berasa] dari

rencanil strategis Perang!<at Daerah, dan sasaran strategis yang

tercanb-rm dalam dokumen resmi lainnya untuk tingkat Perangkat

Daerah. Pada ting!<at Perangkat Daerah, identifikasi risiko

diaraht.an untuk mengidentifikasi semua Risiko Kunci di ting!<at

Peranglat Daerah.

Dalam tahapan identifikasi risiko, risiko didaftar dan dijabarkan

ke dalam tiga unsur utama, yalcri:

a. kejadian yang merupakan risiko (euent);

b. pen yebab kejadian yang merupakan risiko (root causel; dan

c. darrrpak negatif kejadian yang merupakan nsiko (conseqtencesl.

Teknik rialam identifikasi risiko yang dapat digrnakan di tingkat

Perangl,;at Daerah antara lain:

a. Analisis para pemallgku kepentingan terkait
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Dengan mencermati harapan atau ekspektasi dan karakteristik,

serta sifat hubungan setiap Perangkat Daerah dengan para

pernangku kepentingan yang terkait, potensi-potensi Risiko

Kunci dapat diidentifikasi.

b. Analisis sasaran-sasaran strategis Perangkat Daerah berikut
detrgan Indikator Kineq'a Utama (IKU).

TaIget dan ekspektasi, serta proses bisnis utama di tingkat
Perangkat Daerah terkait dengan pencapaian sasaran strategis

Perangkat Daerah dapat dijadikan sumber dalam melakukan

identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah.

c. Berdasarkan kategori Risiko

Sifirt dan karakteristik dari setiap kategori risiko dapat

dijeLdikan sumber dalam melakukan identifikasi risiko di tingkat
Perangkat Daerah.

d. Anzrlisis kegiatan rutin terkait dengan pencapaian sasaran

strategis.

Mencermati prcses bisnis yang dijalankan oleh setiap Perangkat

Daerah, termasuk di dalamnya proses bisnis di bawahnya,

dap,at dijadikan sumber dalam melakukan identilikasi risiko di

tingkat Perangkat Daerah. Secara teknis, hal ini dapat

dilakukan dengan mencermati SOP (Sfandard Operational

Procedurel yang dijalankan baik oleh Perangkat Daerah

maupun oleh manajemen di bawahnya.

L,angkah kerja dalam identi{ikasi risiko di tingkat Perangkat Daera}i

adalah:

a. mernahami sasaran strategis Perangkat Daerah dan unit kerja

yang berada di bawahnya berikut dengan proses bisnis yang

dijalankan. Pemahaman atas sasaran-sasaran strategis berikut

den gan proses bisnis di tingkat Perangkat Daerah dan unit

ke{a yang berada di bawahnya berguna sebagai dasar (wadah}

dalaLm hal penentuan Risiko Kunci.. Rumusan Risiko Kunci

yantg tepat, komprehensif, dan mencerminkan kondisi yang

sebonamya merupakan hasil dari pemahaman yang baik atas

sasaran strategis dan proses bisnis Perangkat Daerah dan unit

kerj.a yang berada di bawahnya.

b. merLgidentifikasi kejadian yang merupakan risiko (euen! yang

berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkarl

penrrapaian sasararr strategis Perangkat Daerah.
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c. kejadian yang merupakan risiko adalah penjabaran mengenai

suatu hal atau peristiwa yang dapat menglalangi pencapaian

tuj uan Perangkat Daerah. Kejadian ini merupakan inti dari
risiko. Di tingkat Perangkat Daerah, identifikasi kejadian ini
meliputi kejadian di tatanan semua unit kerja yang berada di
barvahnya.

d. me:ngidentifikasi penyebab dari setiap kejadian yang merupakan

risiko. Setiap kejadian yang merupakan risiko memiliki penyebab

yar,g dapat menjadi pemicu (t iqSel bagi munculnya risiko

tersebut. Penyebab utama dan akar permasalahan (root carse)

dari setiap risiko harus diidentifikasi secara memadai sehingga

dapral msndlukung perumusan mitigasi risiko yang tepat.

Penyebab risiko dapat berasal dari lingkungan intemal dan

ekstemal Perangkat Daerah.

e. mengidentifikasi dampak negatif dari kejadian yang merupakan

risi ro. Dampak negatif dari setiap kejadian yang merupakarl

risil<o perlu diidentilikasi guna melihat seberapa besar kerugian

(seueitgl suatu risiko bagr Perangkat Daerah. Upaya

pengendalian bencana (d.amage controll atas suatu risiko yang

telah te4'adi akan berfokus pada dampak negatif yang

diti:nbulkan oleh suatu risiko.

f. mendokumentasikan proses identifikasi risiko ke dalam Profil

Risiko Kunci Perangkat Daerah.

KeluareLn (atput) kegiatan

Keluarem sebagai hasil dari tahapan identifikasi risiko adalah Profil

Risiko Kunci Perangkat Daerah yang antara lain memuat

penjabaran risiko berupa kejadian yang merupakan risiko (euent),

penyebra.b kejadian yang merupakan risiko, dan dampak negative

kejadian yang merupakan risiko.

Dokum,:ntasi

Dokumentasi atas kegiatan identifikasi risiko penting untuk

membangun sistem database risiko yang terpadu dan andal di

tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi yang ualid dan lengkap

atas hztsil identifikasi risiko yang tepat akan rrrenciptakarr earlA

uaming systerns yang baik dan meningkatkan kualitas

pengarrLbilan keputusan dalam rangka pengamanan pencapaian

tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. Dokumentasi atas

kegiata:e identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah dila-tiukan

6
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antara. lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang

mencakup informasi sebagai berikut:

a. 'Ke-jadian yang merupakan risiko

Be risi peristiwa atau hal yang berpotensi menghambat,

menunda atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran

str,ate gis Perangkat Daerah.

b. Penyebab kejadian yang merupakan risiko

Berisi hal-hal yang merupakan pemicu utama dan akar
permasalahan dari setiap risiko yang berpotensi muncul di

tinlglat Perangkat Daerah.

c. Dampak negatif kejadian yang merupakan risiko

Berisi uraian mengenai dampak negatif atau kerugian yang

diderita oleh Perangkat Daerah apabila risiko benar-benar

te{adi di masa mendatang.

ANALISIS RISIKO

1. Tujuan

Analisi s Risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk
mengetahui leuel risiko dan menyajikan peta risiko Perangkat

Daerah.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun dan

meneta.pkan hasil analisis risiko yang dalam pelaksanaannya

melibal.kan peran serta aktif dari seluruh unit kerja terkait

dibawahnya dan mempertimbangkan masukan dari

masing-masing unit kerja terkait dibawahnya dan para

stakeh<tlder.

3. Jadwal Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah melakukan analisis risiko tingkat

Perangl<at Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala.

Hasil analisis risiko tersebut disampaikan kepada Komite Anggaran

Kineq'a Berbasis Risiko dan ditembuskan kepada Compliance

Ofice fo, Rsft Management paling lambat pada minggu

ke-lV di awal periode rentang waktu. Analisis risiko

dapat clilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Berkala

atau Ria.pat Insidental Anggaran kinerja berbasis risiko Perangkat

Daerah. Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan,
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KepalzL Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan

leuel risiko melalui mekanisme pemantauan risiko.

Langkrh Proses

Analis:,s Risiko dilakukan derrgan mengestimasikan leuel risiko

untuk suatu periode waktu (rentang waktu) tertentu. Leuel risiko

ditentukan dengan mengombinasikan hasil estimasi leuel

kemun.gkinan te{adinya suatu risiko dengan leuel dampak dari

suatu risiko. Estimasi leuel kemungkinan dan leuel dampak

terlebih dahulu mempertimbangkan efektivitas sistem pengendalian

yang ilda dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh

terhadap risiko dalam jangka waktu rentang waktu ke depan.

Leuel isiko merupakan kombinasi ar:tala leuel kemungkinan dan

leuel dampak Penentuan leuel risiko menggunakan tabel II.4 di

bawah ini.

Tabel It.4. Matriks Analisis Risiko

Harrrpir
tidal<

di

5

7

6

8

9

LeuelDampak
4

Moderat Signifikan Tidak
Signifrkan

Tidak
Signifikan

Minor

1

tl 10

413

Harrrpir
pasti
terj€:di

Serirg
e.di

15 11

t2 914

a

4
te adi

Kadrmg
di

Jarang

16

bo

o
t4

I
\)
r_l

5

WamaBesaran
Risiko

Prioritas
Risiko

25

24

23

1

2

224

2t5

l,euel RisikoTingkatan

Sangat Tinggi

Tinggi4

18

20

19

8l

I

5

1

2 2

B2

6 3

28

,

20

19

I

I

I
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i0 16

I11 15

l2 l4
1a 13

t4 12

i5
16

11

10

l7 9

18 8

20

7

6

2l 5

2

22 4

23

24 2

25 1

3

19

Rendah

Sangat
Rendah

Kebijal<an lima skala dipergunakan untuk menentukan leuel risiko

di tingl<at Perangkat Daerah. Masing-masing komponen pembentuk

leuel rsiko, yakni kemungkinan dan dampak menggunakan lima

tingka'lan (grade) untuk merepresentasikan derajat atau tingkatan

leuelnya. Hasil kombinasi antara leuel kemungj<inan dan leuel

dampak telah dirumuskan dalam matriks analisis risiko

sebagaimana terdapat pada tabel II.4. Langkah keda dalam

melakukan analisis risiko adalah:

a. Merrentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan

efehtivitasnya.

Sislem pengendalian merupakan perangkat yang dapat

merrurunkan tingkat keraw'anan atau Ieuel risiko. Sistem

pengendalian yang efektif dapat mengurangi leuel kemungkinan

terjrr.dinya risiko atau menurunkan leuel dampak suatu risiko.

Sistem pengendalian dapat berupa pengawasan melekat, reviu

berjenjang, regulasi, dan monitoing rutin atas suatu kegiatan.

b. Merrgestimasikan leuel kemungkinan risiko

Leu,zl kemwgkinan terjadinya suatu risiko ditentukan dengan

merrgestimasikan nilai peluang teq'adinya suatu risiko untuk

satu periode rentang waktu ke depan. Estimasi nilai

kerrLungkinan suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan

1
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efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor

ata.u isu terkait dengan risiko tersebut.

Selanjutnya leuel kemungkinan risiko. ditentukan dengan

membaldingkan nilai estimasi kemungl<inan risiko terhadap

kri:eria kemungkinan risiko. Penentwan leuel kemungkinan

te{adinya risiko dilakukan dengan mengacu pada kriteria
kernungkinan untuk tingkat Kabupaten Toraja Utara. Contoh

krileria kemungkinan sebagaimana terdapat pada tabel II.5.

Tabel II.5. Kriteria kemungkinan Terjadinya Risiko

LEWL
KEMUNGKIN{N

KRITERIA KEMUNGKINAN

Kemungkinan te4'adinya sangatjarang (kurang dari 2 kali
dalam 5 tahun)
Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 57o dari
volume transaksi dalam 1 peridode

f{prnpir Tidak
Te{adi

l!

Jarang terjadi
{21

Serkrg terjaCt
(4)

Hampir Pasrti
Te{adi

(s)

Kemungkinan te{adinya jaralg (kuralrg dari 2 kali s.d 10
kali dalam 5 tahun)
Persentase kemungkinan terjadinya 57o s.d 109/" dari
volume transaksi dalam I peridode
Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d
18 kali dalam tahun)
Persentase kemungkinan te4'adinya diatas 10olo s.d 20 o/o

dari volume transaksi dalam I periode

Kemungkina-n te{adinya sering (di atas 18 keJi s.C 26
kali dalam 5 tahun)
Persentase kemungkinan terjadinya diatas 20lo s.d 50p/o
dari volume transaksi dalam I riode
Kemungkinan te4'adinya sangat sering di atas 26 kali da-lam
5 tahun
Persentase kemungkinal te4'adinya lebih dari 50olo dari

c

volume tralsaksi dalam 1 e

Men gestimasikan leuel darnpak risiko

Leuel d,ampak suatu risiko ditentukan dengan mengestimasi

nilai besaran dampak negatif suatu risiko untuk satu periode

rentang waktu ke depan bagi Perangkat Daerah. Estimasi nilai

darrLpak suatu risiko terlebih dahulu mempertimbangkan

efektivitas sistem pengendalian yang ada dan berbagai faktor

atau isu terkait dengan risiko tersebut. Selanjutnya leuel

darrrpak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai

estirnasi besaran dampak risiko terhadap kriteria dampak

risil:o. Penen tuan 'level dampak risiko dilakukan dengan

men.gacu pada kriteria dampak risiko untuk tingkat Kabupaten

Torzrja Utara. Contoh kriteria dampak risiko pada tabel II.6.

Kadang tedadi
(3)
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Tabel IL6. Kritr:ria Dam Risiko

Kr:rugian
Nt:gara

Area Dampak

Moderat
(3)

Signifikan
(4)

Jtrmlah
kerugian
negara lebih
dari
RpSO Juta
s.<1 100 Juta

Jumlah
kerugian
negara
lehih dari
RprlOO Juta
s.d Rp500
Juta

Jurrlah
tuntutan
hukum
di atas 15
kali s.d
30kati
dalam
satu
periode

d. Merrentukan Leuel Risiko

-Leu:il risiko ditentukan dengan 'mengombinasikan leuel

kenrungkinan risiko dan leuel dampak risiko dengan

merrggunakan rumusan dalam matriks analisis risiko

sebrlgairnana tertuang dalam tabel II.4.

Ieuel
Dampak Penurunan

rcputasi
Penurunan
'Kinerja

Ganggual
Terhadap
Layanan
Organisasi

Tuntutan
'Hukum

Tidak
Signifikart

(1)

Keluhan
Stakeholder
secara langsung
lisan/tertulis
ke organisasi
jumlahnya < 3
daJam I periode

Pencapaian
target
kineg'a
> 7OU/o

Pelayanan
tertunda
< t hari

Jumlah
tuntutan
hukum
< 5 kali
dalam
satu
periode

Minor
l2t

Jumlah
k:rugian
n()gara
< Rp10
Jlrta

Jumlah
kt:rug1s,
tuigara
le bih dari
Rp10 Juta
s.rl RpSO
Juta

Keluharr
StakehnMer
seca,ra
lartgsung
lisan/tertulis
ke organisasi
jurnlainya
lebih dari 3
dalam satu
Periode

Pencapaian
target
kine rja
di atas
8V/"
s.d
lOU/o

Pelayanan
tertunda
di atas 1

hari s.d
5 ha,ri

.]umlah
tuntutan
hukum
di atas 5
kali s.d
15 kali
dalam
satu
periode

Pemberitaan
negatif.di
media
massa lokal

Pencapaian
target
kine{a
di atas
S(P/o
s.d 80o/"

Pelayanan
tertunda
di atas 5
hari s.d
15 hari

Pencapaian
ta,rget
kinerja
di atas.
25o/o s.d
s0%

Pelayanan
tertunda
di atas
15 hari
s.d 30
hari

Jumlah
Tuntutan
hukum
di atas 30
ka-li s.d
50 kali
dalam
satu
Periode

Pencap
aian
target
kine4'a
< 25o/"

Pelayanan
tertunda
lebih dari
30 hari

Jumlah
tuntutan
hukum
lebih dari
dari 50
kali dalarn
satu
periode

Sangat
Signifikan

(s)

Jumlah
kerugian
negara
letrih
dari
Rp,500
Juta

Pemtreritaan
negatif di
media
massa
nasional

Pemberitaan
negatif di
media
111ASSA

intemasional
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e. Menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat

Daerah

Pela risiko (rbk map) merupakan gambaran kondisi risiko yang

mendeskripsikan posisi suatu risiko dalem sebuah bagan

(chart) berupa diagram kartesius. Peta risiko dapat disusun

per-risiko atau per-kategori risiko sesuai dengan kebutuhan.

5. Keluarran (autput)kegSatarr

Keluar,an sebagai hasil dari kegiatan analisis risiko di tingkat

Perangkat Daerah adalah Profil Risiko Kunci. Profil Risiko Kunci

Perangkat Daerah terdiri .dari rincian risiko berikut dengan

Ieuehtya dan peta risiko. Peta risiko merupakan deskripsi lokasi

risiko c[alam sebuah bagan (chart|

6. DokurrLentasi

DokurrLentasi atas kegiatan analisis risiko penting untuk

membargun sistem daJabase risiko yang terpadu dan andal di

setiap Perang!<at Daerah. Dokumentasi yang ,alid atas hasil

analisir; risiko yang tepat ' akan meningkatkan kualitas

penganrbilan keputusan dalam rangka mengamankan pencapaian

tujuan atau sasaran Perangkat Daerah. Dokumentasi atas

kegiatan analisis risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan

ar,tara lain terhadap Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah yang

mencal.up informasi sebagai berikut:

a. Uraian sistem pengendalian yang ada beserta dengan

efek.tivitasnya

Berisi informasi mengenai sistem pengendalian yang ada dan

penilaian terhadap efektivitasnya dalam mengendaJikan leuel

risil<o untuk tingkat Perangkat Daerah.

b. leu,al Risiko

Merupakan estimasi Ieuel risiko untuk satu periode rentang

wal tu yang dihasilkan dari kombinasi atas hasil perhitungan

Ieue{ kemungkinan dan leuel datnpak pada tingkat Perangkat

Daerah.

c. PetrL Risiko

Merupakan deskripsi posisi risiko dalam sebuah diagram

kartesius.

E. Evaluasi Risiko

1. Tujuan
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Evalu;asi Risiko di tingkat Perangkat Daerah bertujuan untuk
menerrtukan prioritas risiko dan risiko-risiko yang memerlukan

penanganan lebih lanjut di tingkat Perangkat Daerah.

Penan ggung Jawab Pelaksanaan

KepaI:L Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun

dan menetapkan hasil evaluasi risiko.

Jadwal Pelaksanaan

Kepala. Perangkat Daerah melakukan evaluasi risiko tingkat
Peranp'J<at Daerah dan menetapkan hasilnya secara berkala. Hasil

evaluasi risiko tersebut disampaikan kepada Komite Anggaran

KinerjeL Berbasis Risiko dan ditembuskan kepada Complionce Ofice

for Risk Management paling lambat pada minggu ke-lV
di awzLl periode rentang waktu. Evaluasi Risiko dapat dilakukan

bersanraan dengan pelaksanaan Rapat Berkala atau Rapat

Insiderrtal Anggaran kine{a berbasis risiko Perangkat Daerah.

Dalam hal terdapat perubahan pada periode berjalan, Kepala

Perangkat Daerah dapat mengubah dan menyesuaikan prioritas

risiko rnelalui mekanisme pemantauan Risiko.

langkah Proses

Evaluasi Risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan

memperhitungkan semua Risiko Kunci yang berada di Perangkat

Daerah. Di lingkup Perangkat Daerah, semua Risiko Kunci

ditentukan signifikansinya dengan mempertimbangkan beberapa

faktot yang relevan. Langkah proses dalam 'evaluasi risiko

di tingkat Perangkat Daerah adalah:

a. Menentukan signifikansi Risiko Kunci atau prioritas Risiko

KurLci dengan memperhatikan matriks analisis risiko.

Der;ajat signifikansi setiap Risiko Kunci ditunjukkan dengan

nilai prioritas risiko. Keputusan untuk menentukan prioritas

risilro didasarkan pada matriks analisis risiko sesuai

tabel II.4: Angka pada area telrcl risiko menunjukkan posisi

prioritas suatu risiko. Berdasarkan matriks tersebut, dapat

dike:tahui kelompok risiko dengan prioritas nomor t hingga 25.

Serrakin kecil angka prioritasnya, semakin penting/ prioritas

risil.:o tersebut untuk menjadi perhatian organisasi. Apabila

dala.m satu kelompok besaran risiko memiliki jumlah risiko

lebih dari 1, maka diperlukan pertimbangan tambahan oleh

Keprila Perangkat Daerah untuk' menentukan pilih'an prioritas

4
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risiko. Secara lebih rinci rumusan kaidah untuk prioritisasi

risiko dengan mendasarkan pada matriks tersebut adalah
' sebagai berikut:

1) Pertimban gan Leuel Risiko;

2) Pertimban gar. Leuel Dampak;

3) Pertimban gan Leuel Kemungkinan; dan

4) Pertimbangan tambahan oleh Kepala Perangkat Daerah.

b. Menentukan Risiko-Risiko Kunci yang memerlukan penanganan

lebih lanjut.

Apabila suatu Rlsiko Kunci memiliki leuel Risiko yang berada

pa,Ca area penerimaan risiko organisasi, maka atas Risiko Kunci

tersebut tidak perlu ditaagani lebih lanjut atau tidak dimitigasi.

Sernentara, untuk Risiko Kunci dengan leuel Risiko yang

betada di luar area penerimaan risiko organisasi maka harus

dirritigasi.

Keluaran (outpufl kegiatan

Keluaran sebagai hirsil dari kegiatan 'evaluasi risiko di tingkat

Perangkat Daerah adalah Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah.

Dalam Prolil Risiko Kunci Perangkat Daerah antara lain dimuat

informra.si mengenai prioritas risiko berikut dengan keputusan

penangurnzrnnya.

Dokunrentasi

Dokunrentasi atas kegiatan evaluasi risiko di tingkat Perangkat

Daerah dilakukan antara lain terhadap Profil Risiko Kunci

Perang.kat Daerah yang mencakup informasi sebagai berikut:

a. prioritas Risiko; dan

b. keputusan penanganan risiko.

Mitigasi Risiko

1. Tujuan

Penanganan risiko (mitigasi risiko) di tingkat Perangkat Daerah

ditujukan untuk menurunkan leuel isiko Perangkat Daerah

hingga berada pada area penerimaan risiko, sesuai dengan selera

risiko yang telah ditetapkan.

2. Penanggung Jawab Pelaksanaan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menyusun

dan m,:netapkan rencana mitigasi risiko di tingkat Perang]<at

Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta

6
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aktif dari seluruh pimpinan unit kerja di bawahnya dan

memp:rtimbangkan masukan dari pejabat pegawai Perang!<at

Daeralr dan para stokeholder, menyampaikan rencana mitigasi

risiko yang sudah ditetapkan kepada seluruh unit keg'a di
bawahnya yang terkait, serta mernantau pelaksanaan mitigasi

risiko tingkat Perangkat Daerah.

Sedanl$<an, PIC (Petson in Charge) atas kegiatan mitigasi risiko

bertan,ggung jawab menjalankan kegiatan mitigasi risiko di tingkat

)'ang s'-.suai dengan batas kendali dan kewenangannya.

Jadwal Pelaksanaa

a. Perryusunan rencana mitigasi risiko

Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan rencana

mitigasi risiko tingkat Perangkat Daerah secara berkala.

Rertcana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan disampaikan

kep,6da Komite Anggaran Kinef a Berbasis Risiko dan

maaajemen terkait di bawahnya, kemudian ditembuskan

kepada Compliance Ofilce for'Ri.sk Management paling lambat

pada minggu ke-IV di awal periode rentang waktu. Waktu ideal

bagi penyusun€rn rencana mitigasi risiko tingkat Perangkat

Dae:rah adalah dilakukan secara bersamaan dan diselaraskan

dengan proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah harus

mengupayakan penyusunan rencana mitigasi risiko tersebut

sesuai' dengan waktu yang ideal: Rencana mitiga.si risiko

tersebut ditetapkan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DP.A) Perangkat Daerah disahkan, rencana mitigasi risiko

harirs dapat dijadikan sumber yang andal untuk revisi RKA dan

DP1' Perangkat Daerah.

b. Pelaksanaan mitigasi risiko

Rencana mitigasi risiko yang sudah ditetapkan oleh Kepala

Pereingkat Daerah harus dijalankan oleh pihak yang

bertanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan

jadvral implementasi bagi masing-masing renc€ula mitigasi

risil:o. Pelaksanaan rencana mitigasi risiko dilakukan sepanjarlg

peri cde rentang waktu.

Lang!<ah Proses

Rencanil mitigasi risiko yang disusun oleh Kepala Perangkat

Daerah harus rnemperhatikan sumber daya dan kewenangan yang

+
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dimilil<i. Mitigasi risiko yang membutuhkan pelaksanaan yang

bersifat teknis dapat diturunkan atau didelegasikan kepada unit di

bawahnya yang ter\ait. Dengan demikian, mitigasi risiko yang

disusun di tingkat Perangkat Daerah dapat dilaksanakan oleh

Perang;kat Daerah dan manajemen terkait di bawahnya. Langkah

keq'a penanganan risiko ditingkat Perangkat Daerah mencakup:

a. Menentukan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan

Penentuan opsi penanganan risiko yang akan dijalankan

dilrrkukan setelah mempertimbangkan altematif opsi mitigasi

risiko yang tersedia. Penentuan 'opsi mitigasi risiko harus

mempertimbangkan berbagai faktor antara lain kondisi risiko,

sulnber daya organisasi, dan kemungkinan bagr

pel.aksanaannya. Opsi mitigasi risiko yang mungkin dilakukan

meliputi:

1) mengurangi kemungkinan terjadinya risiko;

2) menurunkan dampak suatu risiko;

3) membagi atau mengalihkan risiko;

4) menerima risiko; dan

5) menghindari risiko.

b. Menyusun ra-ncangan mitigasi risiko

Kefrala Perangkat Daerah meranc€rng rencana mitigasi risiko

berrrpa satu atau beberapa kegiatan/tindakan untuk menangani

Risiko-Risiko Kunci di tingkat Perangkat Daerah. Rencana

mit.gasi risiko harus memuat:

1) rincian kegiatan secara jelas dan spesifik;

2) ukuran dan target dari setiap kegiatan mitigasi risiko;

3) iadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan mitigasi risiko; dan

4) personil yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan

mitigasi risiko.

Kepala Perangkat Daerah dapat menurunkan atau

mendelegasikan beberapa rencana mitigasi risiko kepada unit

keda terkait di bawahnya.

c. Merretapkan target penurunan leuel risiko

Kepala Perangkat Daerah menetapkan target penurunan leuel

risillo sehubungan dengan mitigasi risiko secara cerrnat dan

teliti. Target penurunan leuel isiko tersebut dinyatakan dalam

Ieur:l Risiko Residual Harapan Setelah Mitigasi Risiko' Target

ters3but harus. mempertimbangkan komposisi leuel
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kemungkinan dan leuel dampak dari risiko yang dimitigasi

beserta dengan kekuatan rencana mitigasi risiko untuk
menurunkan leuel risiko.

d. Mendokumentasikan opsi mitigasi risiko yang akan dijalankan

be serta rencana mitigasi risikonya.

e. Me:njalankan setiap rencana mitigasi risiko

Petranggung jawab kegiatan mitigasi risiko, baik secara

bersama-sama maupun mandiri, harus menjalankan setiap

kegiatan atau tindakan mitigasi risiko sesuai dengan jadwal

pelaksanaan yang telah disusun. Komitmen yang kuat.dari
sernua pihak terkait harus dibangun, serta pemantaua,n atas

pelaksanaan setiap mitigasi risiko tingkat Perangkat Daerah

ha:-us dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

f. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan mitigasi risiko yang

telzLh dijalankan.

5. Keluanrn (outpul Kegiatan

Keluara.n sebagai hasil dari tahapan Mitigasi Risiko Kurrci antara

lain nremuat opsi mitigasi risiko, serta rencana dan realisasi

mitigasi risiko.

6. Dokumentasi

Dokumentasi atas kegiatan mitigasi risiko penting guna

membangun sistem dafaba.se risiko yang terpadu dan andal di

tingkat Perangkat Daerah. Dokumentasi yang ualid dan lengkap

atas ft)ncana. dan 'realisasi mitigasi' risiko akan memberikan

jaminan yang memadai bahwa organisasi senantiasa berada pada

tingkatrrn yang aman dari setiap risiko. Dokumentasi atas

tahapal mitigasi risiko mencakup:

a. Informasi mengenai opsi mitigasi risiko yang digunakan;

b. Rancangan mitigasi risiko yang disusun; dan

c. Realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan.

C. Pemantauait dan Reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko
1. Tujuan

Pemantauan dan reviu di tingkat Perangkat Daerah ditujukan

untuk roemastikan bahwa seluruh tahapan dalam Proses Anggaran

Kinerja Berbasis Risiko di tingkat Perangkat Daerah 'telah be{alan

efektif sesuai dengan keralg!<a dan parameter yang telah

ditetapl:an.

2. Penangpng Jawab Pelaksanaan
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Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menjalankan
Pemantauan dan reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

di tingkat Perangkat Daerah'.

Jadwal Pelaksanaan

KepalzL Perangkat Daerah melakukan reviu atas Piagam Anggaran

Kineq'a Berbasis Risiko, Profil Risiko Kunci, dan rencana mitigasi
risiko sebagai bagian dari pelaksanaan risk q.ssessm.ent sebelum

atau di awa-l periode rentang waktu. Pemantauan atas pelaksanaan

rencana mitigasi risiko, kondisi risiko, dan konteks Anggaran

Kine{a Berbasis Risiko dilakukan secara terus menerus oleh

Kepala Perangkat Daerah. Secara berkala, Kepala Perang!<at

Daeratr menyampaikan hasil pemantauan dan reviu Proses

Anggaran Kineq'a Berbasis Risiko kepada Komite Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko melalui Laporan Mitigasi Risiko Kunci, serta

Peman bauan dan Reviu Proses Anggaran Kine{a Berbasis Risiko.

Peman [auan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh

Kepala Ferangkat Daerah terhadap realisasi. mitigasi risiko sampai.

dengan triwulan I, II, l[, dan IV dalam periode rentang waktu, dan

hasilnya disampaikan kepada Komite Anggaran Kine{a Berbasis

Risiko paling lambat pada minggu ke-l setelah triwulan tersebut

berakhir melalui La.poran Mitigasi Risiko Kunci. Sedangkan,

pemanlauan dan reviu berkala untuk menilai efektivitas mitigasi

risiko yang telah dijalankan dilakukan setiap semester oleh

Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya disampaikan kepada Komite

Kinerja Berbasis Risiko paling lambat pada minggu ke-l setelah

semestor tersebut berakhir mela-lui laporan Pemantauan dan Reviu

Proses ,{nggaran Kinerja Berbasis Risiko.

Langkah Proses

Kegiatan pemantauan dan reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis

Risiko cti tingkat Perangkat Daerah diiaksanakan dengan jalan:

a. Pela.ksanaan nsk assessment

Kepala Perangkat Daerah memastikan bawa kegiatan

pen,-^tapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi

risillo dan penyusunan rencana mitigasi risiko telah berjalan

den;gan baik. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah memastikan

bahwa Fiagam Anggaran Kinerja Berbasis Risiko, Profil Risiko

Kun ci, dan rencana mitigasi risiko Perangkat Daerah telah

' disu.sun secara mc'madai.

4
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b. Pemantauan terus-menerus (on going monitoringl

Ke paia Perangkat Daerah secara terus-menerus melakukan
pemantauan atas seluruh faktor-{alttor yang memergaruhi

risiko dan kondisi lingkungan penerapan Anggaran Kine4'a

Berbasis Risiko. Perubahan yang secara signifikan
memengaruhi proses bisnis organisasi dan Proses Anggaran

Kineq'a Berbasis Risiko, baik yang berlangsung secara tiba-tiba
m€.upun perlahan-lahan, perlu diwaspadai dan dicermati

untuk memastikan bahwa Profil Risiko Kunci Perangkat

Daerah tetap relevan dan mitigasi risiko yang dijalhnkan tetap

efektif mendukung pencapaian tuj uan Perangkat Daerah.

c. Pernantauan dan reviu berkala

Pernantauan berkala dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali

ole,r Kepala Perangkat Daerah terhadap realisasi mitigasi

risiko sampai dengan triwulan I, II, III, dan IV dalam periode

rentang waktu, dan hasilnya disampaikan kepada Komite

Anligaran Kine{a Berbasis Risiko paling lambat' pada

mirrggu ke-I setelah triwulan tersebut berakhir melalui Laporan

Mitigasi Risiko Kunci. Sedangkan, pemantauan dan reviu

berkala untuk menilai efektivitas mitigasi risiko yang telah

dijalankan dilakukan setiap semester oleh Kepala Perangkat

Dar:rah dan hasilnya disampaikan kepada Komite Anggaran

Kin,e{a Berbasis Risiko paling lambat pada minggu ke-l setelah

sellrester tersebut berakhir melalui Laporan Pemantauan dan

Reviu Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko.

d. Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Anggaran Kinerja

Ber'basis Risiko

Inspektorat Daerah sebagai auditor intemal dapat melakukan

penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Anggaran Kine4'a

Berbasis Risiko. Hasil penilaian ini dapat digunakan oleh

Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan dan

mer.gembangkan Proses Anggaran Kineda Berbasis Risiko

di tingkat Perangkat Daerah.

e. Audit atas Proses Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

Insprektorat Kabupaten Toraja Utara sebagai auditor intemal

dapat melaksanakan audit atas proses Anggaran Kinerja

Bertrasis Risiko. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat
.Kabupaten Toraja Utara sebagai hasil audit atas Proses'
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Anggaran Kinela Berbasis Risiko dapat digunakan oleh Kepala

P,:rangkat Daerah untuk memperbaiki, meningkatkan, dan

m.engembangkan tata kelola Proses Anggaran I(nerja. tserbasis

Risiko dan keluaran (output) penerapan Anggaran Kinerja

Br:rbasis Risiko di lingkungan Perangkat Daerah.

Fokus pemantauan dan reviu atas Proses Anggaran kinerja

br:rbasis risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan terhadap:

1) Lingkungan penerapan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

di tingkat Perangkat Daerah

Perubahan kondisi ling)<ungan penerapan Angga-ran Kine{a

Berbasis Risiko perlu diperhatikan oleh Kepala Perang!<at

Daerah untuk memastikan bahwa Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko tetap berjalan dengan baik. Perubahan

tersebut dapat berasal dan berada di intemal maupun

ekstemal Perang!<at Daerah.

2) Kondisi Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah

Adanya risiko baru atau adanya risiko yang harus

dihilanglan sehubungan dengan berubahnya tuj uan

organisasi perlu menjadi fokus pemantauan oleh Kepala

Perangkat Daerah. Vaiiditas leuel risiko juga perlu

senaltiasa dipantau.

3) Mitigasi Risiko

Pelaksanaan mitigasi risiko .beserta dengan efektivitasnya

harus menjadi fokus pemantauan Kepala Perangkat

Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa

rencana mitigasi risiko yang telah disusun benar-benar

dijalankan di tingkat Perangkat Daerah dan unit ke4'a

di bawahnya. Reviu atas efektivitas mitigasi risiko

dimaksudkan sebagai mekanisme umpan balik bagi

perbaikan dan pengembangan Proses Anggaran Kinerja

Berbasis Risiko di tingkat Perangkat Daerah.

Keluara n (ou@ut) kegiatan

Keluaran sebagai hasil dari tahapan pernantauan dan reviu Proses

Anggarem Kine{a Berbasis Risiko adalah Efektivitas Mitigasi Risiko

dan Petra Mitigasi Risiko Komposit yang memuat informasi mengenai

keberha.silan menurunkan leuel risiko dan gambaran tren risiko
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komposit. Efektivitas Mitigasi risiko dan peta Mitigasi Risiko
Komposit di tingkat Perangkat Daerah merupakan gambaran hasil
pengelolaan risiko di tingkat Perangkat Daerah.

6. Dokunrentasi

Dokuraentasi atas kegiatan pemantauan dan reviu proses Anggara:r

Kine{a. Berbasis Risiko penting guna menyediakan informasi yang

akurat bagi pengembangan Proses Anggaran Kine{a Berbasis Risiko

di ting,,kat Perangkat Daerah. Dokumentasi atas kegiatan ini
dilakul<an antara lain terhadap:

a. Laporan Mitigasi Risiko Kunci;

b. Laporan Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran kine{a
berbasis risiko;

c. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Penerapan

Anggaran Kine{a Berbasis Risiko; dan

d. Lap,oran Hasil Audit Proses Anggaran Kineda Berbasis Risiko.

H. Pelaporan Anggaran Kineg'a Berbasis Risiko

Peiaporan lmggaran Kinerja Berbasis Risiko merupakan upaya untuk
menyajikan informasi terkait dengan pengelolaan risiko kepada para

pemangku kepentingan di masing-masing Perangkat Daerah pada

lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Pelaporan ini

berguna se.bagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam

pengambilan keputusan atau menentukan tindakan yang terbaik,

baik bagi Kepala Perangkat Daerah maupun para pihak yang

berkepentinl3an. Dengan demikian, pelaporan Anggaran IGne{a

Berbasis Risiko penting artinya untuk menggambarkan proses yang

telah dijalankan dan menyediakan data yang berharga bagi

pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaporan ini juga berfungsi sebagai

umpan balik bagi pengembangan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko

di tingkat Pe'rangkat Daerah.

Pelaporan Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di tingkat Perangkat

Daerah dila}:ukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan meliputi:

1. Laporarr Profrl Risiko Kunci Perangkat Daerah

a. Profil Risiko Kunci Perangkat Daerah merupakan kumpulan

Risil<o Kunci Perangkat Daerah yang disusun dari hasil

pelaksanaan nsk assessment Perangkat Daerah yang

melibatkan seluruh unit kerja di bawahnya dengan

menrpertimbangkan masukan dari masing-masing unit ke{a

di bawahnya dan para stakeholder; dan
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b. LaLporan Prolil Risiko Kunci Perangkat Daerah disusun,

dir-etapkan, dan disampaikan oleh setiap Kepala Perangkat

DeLerah kepada Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko serta

dit-embuskan kepada Complionce Offtce for Risk Management

paling lambat pada minggu ke-IV di awal periode rentang waktu.

Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah

a. La. poran Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah memuat

informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi, rencana

mir:igasi, dan realisasi mitigasi risiko yang telah dijalankan;

b. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah dibuat oleh

Kepala Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan masukan

dari masing-masing unit kerj a di bawahnya dan para

stakeholde4

c. Latrroran Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang

berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi dan

rencana mitigasinya, disusun, ditetapkan, dan disampaikan

oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Komite Anggaran Kineda

Berbasis Risiko, serta ditembuskan kepada Complionce Ofjlce for
Rislc Monagement palrng lambat pada minggu ke-IV di awal

periode rentang waktu; dan

d. Laporan Mitigasi Risiko Kunci Perangkat Daerah yang

berisikan informasi mengenai Risiko Kunci yang dimitigasi,

rerutana, dan realisasi mitigasi sampai dengan trirvulan I, II,

III, rlan IV dalam periode rentang waktu, disusun, ditetapkan,

dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah secara

triwulanan kepada Komite Anggaran Kinerja Berbasis Risiko,

Serti?. ditembuskan kepada Compliance Office for Risk

Man.agement paling lambat pada minggu ke{ setelah

triw;rlan tersebut berakhir.

Laporarr Pemantauan dan Reviu Proses Anggaran kine{a

Berbasis Risiko Perangkat Daerah

a. Lap,oran Pemantauan dari Reviu Proses Anggaran Kine{a

Berbasis Risiko Perangkat Daerah disusun dan ditetapkan oleh

KepzLla Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemantauan dan

reviuL atas efektivitas pelaksanaan mitigasi Risiko Kunci; dan

.)
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b. Latr>oran Pemantauafl dan 'Reviu Proses. Anggaran Kinerja.

Berbasis Risiko Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala

Perangkat Daerah kepada Komite Anggaran Kineqia Berbasis

Risiko, serta ditembuskan kepada Compliorce Offrce for Risk

Ma;tagement setiap semester paling lama pada minggu ke-I

setr:lah semester tersebut berakhir.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Pelaksa.naan Anggaran Kineda Berbasis Risiko ini dimaksudkan

sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, pengembangan struktur

Anggaran Kineqa Berbasis Risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait

dengan peneraf)an Anggaran Kinerja Berbasis Risiko di lingkungan

Pemerintah Kabtrpaten Tora-ja Utara.

U TORAJA UTARA,

o
J,{f iS BASSANG

?
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